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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan jenis penelitan lapangan (field research) dengan
judul “Tinjavan Figh Siyasah Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan,
Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan”. Penelitian ini bertujuan untuk
menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana
implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL di
Desa Janggan, yang kedua bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap
implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL di
Desa Janggan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang
diperoleh melaui wawancara dan observasi yang terkait dengan pelaksanaan
program PTSL di Desa Janggan, dan data sekunder berupa dokumen-dokumen
dan literatur yang terkait tema penelitian sebagai pendukung data primer. Penulis
menggunakan analisa data secara kualitatif, dengan metode berfikir yang
digunakan adalah deduktif.

. PTSL merupakan pendaftaran tanah yang dilakukan secara massal
dengan biaya terjangkau. Pembiayaan utama PTSL di Desa Janggan berasal dari
Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional tahun anggaran 2018. Sedangkan untuk biaya
persiapan dibebankan kepada masyarakat yang mengajukan program PTSL. Dari
data yang dikumpulkan peneliti diketahui bahwa, jumlah biaya persiapan PTSL
di Desa Janggan berbeda dengan ketetapan pemerintah dalam SKB Menteri
ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi No. 25 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL. Yaitu
biaya persiapan yang dibebankan di Desa Janggan sebesar Rp. 350.000,00
sedangkan didalam SKB 3 Menteri untuk kategori V (wilayah Jawa dan Bali)
ialah sebesar Rp. 150.000,00 untuk satu bidang tanah. Hasil penelitian
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pembiayaan persiapan PTSL di
Desa Janggan dengan ketentuan biaya persiapan dalam SKB 3 Menteri.
Disamping itu berdasarkan perspektif Figh Siyasah maka kepala desa beserta
POKMAS PTSL di Desa Janggan merupakan imam atau amir yaitu pemimpin
sekaligus perwakilan masyarakat Desa Janggan dalam penyelenggaraan program
PTSL hendaknya mengedepankan kemaslahatan umat dengan lebih bijak lagi
dalam menetapkan jumlah biaya persiapan PTSL.

Sejalan dengan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada panitia
PTSL di Desa Janggan agar menetapkan biaya persiapan sesuai dengan ketentuan
dalam SKB 3 Menteri. Sebab PTSL merupakan program yang dirancang
pemerintah guna mempercepat kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia
dengan biaya yang terjangkau. Dengan begitu masyarakat dapat mendaftarkan
tanah mereka tanpa terbebani persoalan biaya, sehingga terciptalah kepastian
hukum kepemilikan hak atas tanah dan menghindari sengketa tanah demi
kemaslahatan bersama.

Vi
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang
disebut permukaan bumi.' Tanah termasuk salah satu komponen yang sangat
penting bagi kehidupan manusia, sebagai tempat berpijak dan melakukan
segala aktivitas. Hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah negara,
sehingga negara memiliki tugas untuk mengatur penguasaan dan memimpin
penggunaan tanah yeng merupakan kekayaan nasional, hal dijelaskan dalam
Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang
berbunyi;

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat™?.

Pasal diatas menjelaskan bahwa, pada dasarnya hak milik atas tanah,
hak mendapatkan manfaat, penghidupan yang layak serta memperoleh
manfaat dari penggunaan sumber-sumber agraria merupakan hak
konstitusional warga negara atau kewarganegaraan (citizenship)’ Tanah
sebagai salah satu hak negara, dimana suatu negara berkewajiban

mempergunakannya dalam rangka pembangunan nasional. Negara diberikan

Dr. Urip Santoso, S.H., M.H. Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2012), 9.

*Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen).
3Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, (Sleman: STPN Press, 2014), 427.



wewenang untuk mengatur dan memimpin penggunaan atas tanah dengan
tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang telah
diamanatkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa”.

Mengingat fungsi dari tanah yang sangat penting bagi
keberlangsungan kehidupan rakyat, maka hak-hak atas tanah di atur secara
eksplisit dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok Agraria atau sering disebut dengan UUPA. Menurut Pasal 4 ayat (1)
UUPA, menyatakan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi,
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
seseorang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang
lain serta badan-badan hukum”.*

Didalam Al-Qur’an juga dijelaskan mengenai penguasaan tanah yakni
melalui firman Allah pada surah Taha ayat 6 (enam) yaitu:

Al-Qur’an surah Taha : 6

Lg;f*JT&,iu;L;.gj;@u'pﬁ?@u;g}mT@uﬁ
KepunyaanNya-lah semua yang ada d/ilangit, semua yang ada

dibumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang ada
dibawah tanah.’

* Pasal 4 ayat (10) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004).



Surat diatas menjelaskan bahwa semua yanga ada dibumi pada
hakikatnya adalah milik Allah SWT, karena bumi dan seisinya adalah ciptaan
Allah SWT semata. Namun sebagai pemilik hakiki Allah memberikan kuasa
(istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini dengan hukum-
hukum-Nya.

Dalam pengelolaanya kejelasan tentang kepemilikan hak atas tanah
sangatlah penting, karena seringkali menimbulkan perselisihan di masyarakat,
misalnya terjadi penyerobotan batas tanah yang tidak memiliki bukti
kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat. Oleh karena perlu adanya
kejelasan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, untuk mencegah
adanya sengketa kepemilikan tanah. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan
dalam kaidah Ushul Figih yaitu:

o ladicls B2 AE L udi s

Yang berarti mencegah dampak negatif lebih didahulukan daripada
menarik kemaslahatan. Maksudnya dengan adanya pendaftaran kepemilikan
hak atas tanah diharapkan dapat mencegah kemudharatan yaitu sengketa hak
kepemilikan atas tanah.

Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan
tanah yang juga diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 dan UUPA harus diwujudkan. Untuk memastikan suatu bidang
tanah tidakakan menimbulkan persengketaan maka diadakanlah pendaftaran
tanah. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah,



“Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan juga teratur,
meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan juga data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.”®

Pendaftaran Tanah merupakan prosedur yang digunakan untuk
membuat bukti atas kepemilikian hak atas tanah. Oleh karena itu sangatlah
penting untuk diadakan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah dijelaskan
dalam Pasal 19 UUPA yang menyatakan sebagai berikut:’

1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini yaitu meliputi :

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

® Sigit Sapto Nugroho, Hukum Agraria Indonesia, (Solo: Kafilah Publishing, 2017), 122.
" pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.



3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat negara dan
masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan
penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan
ketentuan bahwa rakyat tidak mampu akan dibebaskan dari pembiayaan
biaya-biaya tersebut.

Sedangkan tujuan dari pendaftaran tanah telah dijelaskan dalam Pasal

3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tujuan Pendaftaran Tanah

yalitu:8

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan;

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
akan diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

c. Untuk tertib dalam administrasi pertanahan.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk

8 Muwahid, Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia, (Surabaya: UINSA Press,2016), 140.



pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua objek
pendaftaran yang belum didaftarkan dalam wilayah atau pada bagian wilayah
suatu desa atau kelurahan. Sedangkan pendaftaran secara sporadik adalah
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek
pendaftar tanah dalam satu atau beberapa wilayah atau bagian wilayah suatu
desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara
sistematik diselenggarakan oleh pemerintah sedangkan pendaftaran tanah
secara sporadik dilaksanakan atas prakarsa pihak yang berkepentingan, yaitu
pihak yang berhak atas suatu objek pendaftaran tanah yang bersangkutan.’

Selama ini proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara individu
oleh pemilik tanah akan membutuhkan banyak waktu karena melalui
mekanisme yang panjang dan berbelit-belit serta membutuhkan banyak biaya,
sehingga menimbulkan problematika tersendiri bagi rakyat. Apalagi bagi
rakyat kecil mereka akan enggan mendaftarkan tanahnya karena alasan biaya.
Oleh karena itu pemerintah mengupayakan adanya program pendaftaran
tanah secara massal agar bidang-bidang tanah di Indonesia yang khususnya
yang belum pernah didaftarkan segera terdaftar.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, menjamin
kepastian hukum, serta mengurangi resiko sengketa pertanahan. Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

melaksanakan kegiatan Pemetaan, Registrasi dan Sertipikasi, dalam suatu

®Ibid., 153.



program prioritas nasional yang berbasis percepatan yaitu Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL).

Program PTSL ini pertama kali diatur dalam Peraturan menteri
ATR/BPN No. 36 Tahun 2016 tetntang PTSL, yang direvisi menjadi
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2017, kemudian disempurnakan
dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017. Namun akhirnya
direvisi lagi menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL ini
dikeluarkan untuk mengatur kembali pelaksanaan percepatan kegiatan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia melalui program PTSL yang
sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun
2017 tentang PTSL, sebab masih terdapat bebrapa permasalahan dalam
pelaksanaanya sehingga memerlukan penyempurnaan substansi/ materi
dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainya.

PTSL atau sering dikenal masyarakat dengan istilah program
sertifikasi tanah massal ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban
pemerintah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak-hak atas
tanah. Didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun
2018 dijelaskan bahwa:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat
PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan

secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah



Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainya yang
setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis
menggenai satu atau beberapa objek Pendaftar Tanah untuk keperluan
pendaftaranya.”*
Adapun tahapan pelaksanaan PTSL menurut Pasal 4 ayat (4)

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: "'

a. Perencanaan;

b. Penetapan lokasi;

c. Persiapan;

d. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;

e. Penyuluhan;

f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;

g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;

h. Pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahanya;

i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;

j. Pembukuan hak;

k. Penerbitan sertipikat hak atas tanah;

l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan;

m. Pelaporan.

Program PTSL pada dasarnya diperuntukkan bagi golongan

masyarakat menengah sampai dengan golongan masyarakat ekonomi yang

19 pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.
1 pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.



lebih rendah agar dapat mendaftarkan tanahnya dengan biaya yang
terjangkau. Program ini ditujukan untuk seluruh wilayah di Indonesia
khususnya bidang-bidang tanah di desa-desa karena pada umumnya bidang
tanah di desa kebanyakan belum mempunyai sertifikat. Desa Janggan
Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan merupakan salah satu desa yang
melaksanakan PTSL, di Desa Janggan masih banyak bidang tanah yang
belum mempunyai sertifikat. Ladang dan sawah milik warga Desa Janggan
ini pada umumnya masih menggunakan Petok D sehingga adanya Program
PTSL tersebut dapat memberikan kemudahan bagi warga untuk memiliki
sertifikat tanah dengan biaya yang lebih murah, karena masyarakat hanya
membayar biaya pendampingan atau biaya persiapan sesuai kategori lokasi
tanah masing-masing.
Biaya dari Persiapan PTSL di atur dalam Surat Keputusan Bersama
(SKB) 3 (tiga) menteri yaitu Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 25
Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap, adapun besaran biayanya adalah sebagai berikut: '*
I)Kategori I (provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku,
Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp.

450.000,00;

2Bagian Ketujuh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri,
dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 25 Tahun 2017
Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL.
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2)Kategori II (Povinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi
Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,
Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp. 350.000,00;
3)Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi
Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera
Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp. 250.000,00;
4)Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi sumatera Selatan,
Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan)
sebesar Rp. 200.000,00;
5)Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp. 150.000,00.
Biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat yang mengajukan
PTSL untuk keperluan kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan
Patok dan Materai, dan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa."” Desa
Janggan terletak Kabupaten Magetan, Jawa Timur jika mengacu pada
ketentuan diatas maka Desa Janggan Termasuk dalam kategori V dengan
besaran biaya yang dikenakan untuk persiapan PTSL sebesar Rp. 150.000,00.
Namun faktanya berbeda, biaya yang dikeluarkan warga yaitu Rp. 350.000,00
per bidang tanah."* Di Desa Janggan terdapat 3000 lebih bidang tanah, pada

tahun 2018-2019 yang mengajukan program PTSL sejumlah 1725 bidang,

3 Ibid., Bagian Kesatu.
¥Sudarmaji, Masyarakat Desa Janggan yang mengikuti Program PTSL, Wawancara, Desa
Janggan, Sabtu 24 Oktober 2020.
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sedangkan yang sudah diterbitkan sertifikatnya dan diserahkan kepemilik
tanah pada bulan Mei 2019 sejumlah 252 bidang sertifikat."’

Pembahasan mengenai peraturan menteri ini secara substansi juga
terdapat dalam hukum Islam yaitu pembahasan tentang figh siyasah, figh
siyasah merupakan ilmu yang mempelajari halihwal beserta ruang lingkup
pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai bentuk hukum,
peraturan hingga kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang
selaras dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan
umat.'® Adapun ruang lingkup figh sivasah dibagi menjadi beberapa kajian
yang meliputi siyasah dusturiyah (konstitusi dan ketatanegaraan), siyasah
dauliyah (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), siyasah maliyah
(sistem moneter negara).'’

Adapun skripsi ini penulis menggunakan teori Figh Siyasah
khususnya kajian mengenai lembaga Amir, penulis menganalogikan lembaga
kepala desa beserta POKMAS PTSL di Desa Janggan merupakan imam atau
amir yaitu pemimpin sekaligus perwakilan masyarakat Desa Janggan dalam
penyelenggaraan program PTSL hendaknya mengedepankan kemaslahatan
umat dengan lebih bijak lagi dalam menetapkan jumlah biaya persiapan

PTSL.

Bhitps://penarakyatnews.id/2019/05/24/wakil-bupati-magetan-serahkan-252-sertifikat-tanah-desa-
janggan-kec-poncol-kab-magetan/, diakses 24 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB.

16 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 4-5.

Y Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Quran”, (Jurnal—UIN
Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 2.
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Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian berdasarkan kajian figh siyasah yang kemudian menyusunya dalam
skripsi yang berjudul TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAPAP
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NO. 6 TAHUN
2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

“Studi Penelitian di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.

B. Identifikasi Batasan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang masalah di atas dapat
diketahui timbulnya masalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan
Poncol, Kabupaten Magetan.

3. Tinjauan Figh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.
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C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, untuk lebih fokus penulis membatasi sebagian

permasalahan tertentu yang berkaitan dalam proses penelitian yakni sebagai

berikut:

1.

Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan
Poncol, Kabupaten Magetan.

Tinjavan Figh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.

Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, didapatkan rumusan

masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018
Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan,
Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan?

Bagaimana Tinjavan Figh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan
Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten

Magetan?
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E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan
atau duplikasi dari kajian atau peneclitian yang telah ada.'® Penelitian
terdahulu sangat penting sebagai dasar dan acuan dalam menyusun penelitian
ini. Kegunaanya untuk mengetahui hasil penelitian yang dilakukan peneliti
terdahulu serta untuk menentukan letak perbedaan dari penelitian terdahulu
baik dari aspek objek maupun lokasi yang diteliti. Adapun kajian pustaka
penulis pernah menentukan dan membaca beberapa skripsi antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Murkastari dengan judul “Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan”. Skripsi
ini membahas pelaksanaan PTSL di Desa Kasikan, Kecamatan Tapung
Hulu. Dengan penelitian difokuskan terhadap pembiayaan PTSL serta
pembagian sertifikat yang seharusnya telah selesai paling lambat akhir
tahun, dikarenakan PTSL merupakan program satu tahun anggaran.
Namun yang terjadi di Desa Kasikan yaitu progam PTSL dilaksanakan
pada awal tahun 2017 sampai awal tahun 2019 sertifikat belum juga

sampai ke tangan masyarakat.'’

18 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah,
2014), 8.

9 Murkastari, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan” (skripsi - UIN Sultan
Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019).
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2. Skripsi yang disusun oleh Restikayuni Rachmawati dengan judul
“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria
(PRONA) di Kabupaten Bantul”. Pada skripsi tersebut penulis melakukan
penelitian terhadap penyelenggaraan PRONA di Kabupaten Bantul yang
memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-
tanah serta menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat
strategis kepada masyarakat Bantul dengan mengkhususkan golongan
ekonomi lemah.** PRONA merupakan Program Pendaftaran Tanah secara
massal yang diselenggarakan Pemerintah yang kemudian berganti dengan
PTSL. Letak perbedaanya dengan Program PTSL yaitu Program PRONA
pendataan bagi penerima sertifikat PRONA dilakukan secara merata
diseluruh desa maupun kelurahan dalam satu kabupaten, dalam satu tahun
anggaran bisa disebar ke beberapa desa bahkan 10 (sepuluh) desa,
sedangkan Program PTSL pendataan dan anggaranya terpusat di satu
desa saja.

3. Skripsi yang disusun oleh Sarah Diana Aulia dengan judul “Implementasi
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam
Upaya Mencegah Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Kecamatan Ingin
Jaya)”. Skripsi ini membahas tentang permasalahan sengketa tanah yang
seringkali terjadi di masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, yang dilatar

belakangi oleh permasalahan tidak jelasnya pembagian luas tanah warisan

20 Restikayuni Rachmawati, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional
Agraria (PRONA) di Kabupaten Bantul” (skripsi — UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).
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ataupun proses jual beli tanah dengan sertifikat yang tumpang tindih.
Oleh karena itu penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan PTSL
yang diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan
kemudian hari.?!

Skripsi ini memiliki beberapa perbedaan dengan skripsi yang diatas
yaitu, peneltian ini mengkaji Implementasi PTSL di Desa Janggan,
Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, ditinjau dari perspektif hukum
positif dan juga perspektif figh siyasah. Dan pembahasan skripsi ini
difokuskan mengenai pembiayaan kegiatan PTSL di Desa Janggan,

khususnya pembiayaan persiapan PTSL.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah
sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6
Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa
Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.

2. Untuk mengetahui tinjavan Figh Siyasah terhadap Implementasi
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan Poncol,

Kabupaten Magetan.

?Sarah Diana Aulia, “Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Upaya
Mencegah Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)” (skripsi — UIN Ar-Raniry
Banda Aceh, 2020).
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G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan teoritis

a. Dapat menambah pengetahuan dalam praktik Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL).

b. Dapat menambah pengetahuan mengenai Tinjauan Figh Siyasah
Terhadap praktik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

c. Menambah wawasan dan memahami teori-teori yang telah diperoleh
selama proses perkuliahan serta mengaplikasikanya dalam sebuah
penelitian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten
Magetan, maupun sekitarnya, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi tentang implementasi program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Janggan, Kecamatan

Poncol, Kabupaten Magetan.

H. Definisi Operasional

Dalam skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan gambaran lebih
jelas guna menghindari kerancuan dalam memahami maksud dari judul
skripsi ini. Sehingga diperlukan adanya definisi operasional yang memuat

beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep
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atau variabel sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menelusuri,
menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Oleh karena itu
terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara terperinci yaitu sebagai

berikut:

1. Figh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal beserta ruang
lingkup pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai bentuk
hukum, peraturan hingga kebijakan yang dibuat oleh pemegang
kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk
mewujudkan kemaslahatan umat.*> Figh siyasah merupakan landasan
teori yang digunakan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan
dalam skripsi ini, khususnya kajian tentang lembaga amir dalam
pelaksanaan PTSL di Desa Janggan.

2. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL Adalah
perubahan keempat dari Peraturan menteri ATR/BPN No. 36 Tahun 2016
tentang PTSL, yang direvisi menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1
Tahun 2017, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 12 Tahun 2017. Yang akhirnya direvisi menjadi Peraturan
Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Peraturan menteri
tersebut merupakan landasan hukum pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa
Janggan.

3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Kegiatan Pendaftaran Tanah

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek

?2Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 4-5.



19

Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu
wilayah desa/kelurahan atau nama lainya yang setingkat dengan itu, yang
meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis menggenai satu atau

beberapa objek Pendaftar Tanah untuk keperluan pendaftaranya.*

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode untuk memperoleh data yang
dibutuhkah secara sistematika dan terarah. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian empiris, yaitu
penulis meneliti fenomena maupun keadaan berdasarkan pengamatan
secara langsung ke lapangan dengan objek penelitian yaitu Implementasi
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan
Poncol, Kabupaten Magetan. Dengan metode berfikir yang digunakan

adalah deduktif.

2. Data yang dikumpulkan

a. Data mengenai Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6
Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa
Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, didapat langsung

dari Panitia/Pokmas PTSL di Desa Janggan.

Zpasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.
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b. Data tentang tinjauan figh siyasah khususnya kajian mengenai
lembaga amir didapatkan dari berbagai literasi.
3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
pihak yang terlibat dengan obyek penelitian, yaitu Kepala Desa, Panitia
PTSL, Petugas BPN, dan masyarakat yang mengajukan PTSL di Desa
Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.
b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung sebagai pembanding dari
data primer, adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari
beberapa literatur yang berupa buku, tulisan-tulisan ilmiah, artikel,
internet, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, anatara
lain sebagai berikut:

1) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,

2) Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yaitu
Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 25
Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap.

3) A. Djazuli, Figh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam

Rambu-rambu Syariah
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4) Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik

Islam.
5) Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran.

4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah proses pengadaan data primer untuk
kebutuhan penelitian. Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata
maupun tindakkan, selebihnya data tambahan adalah data tambahan
seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan proses memperoleh data melalui
kegiatantanya jawab antara penanya dengan orang yang
diwawancarai. Sebelum melakukan wawancara hendaknya si penanya
menyiapkan pertanyaan yang terstrukturagar dapat menggali data
dengan terarah dan jelas. Dalam penelitian ini penulis melakukan
wawancara agar dapat mengumpulkan data yang lebih mendalam dari
para pihak yeng terlibat dalam pelaksanaan PTSL di Desa
Janggan.Adapun pihak tersebut antara lain Kepala Desa, Panitia
PTSL, Petugas BPN, dan masyarakat yang mengajukan PTSL di Desa
Janggan yang dianggap berkomitmen untuk diwawancarai.
b. Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan dengan panca indra secara langsung terkait objek yang
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diteliti. Pengamatan tersebut dilakukan terhadap aktivitas, peristiwa,
maupun kejadian-kejadian terkait objek penelitian PTSL di Desa
Janggan, dengan maksud agar dapat menggali informasi yang dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.
c. Dokumentasi
Merupakan cara memperoleh data dengan menyediakan
dokumen yang berasal dari arsip, informasi maupun tulisan-tulisan
oleh sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan pelaksanaan
PTSL di Desa Janggan.
5. Teknik Analisis Data
Data yang yang dikumpulkan dalam penelitian bertujuan untuk
mengetahui sekaligus menjawab pokok-pokok permasalahan dalam
penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif, metode ini berfungsi untuk mengumpulkan bahan-
bahan hukum dari pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan
keterkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini untuk
memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan,
dengan cara menyusun scara sistematis sesuai dengan teori yang ada
untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah. Metode ini
digunakan untuk mendiskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan
Implementasi Peraturan Meneti ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kemudian akan ditinjau dalam

perspektif Figh Siyasah.
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J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan memberikan gambaran yang
jelas tentang arah serta tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan
sistematika pembahsan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi
batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian,
dalam hal ini penulis menggunakan Figh Siyasah khususnya pembahasan
terkait lembaga Amir.

Bab III memuat laporan hasil penelitian tentang Gambaran Umum
Desa Janggan, Pendaftaran Tanah, Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap, Tahap-tahap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan.

Bab IV berisi tentang analisis data terhadap Implementasi Peraturan
Menteri ATR/BPN No. Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, dan
Tinjavan Figh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN
No. Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa
Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.

Bab V merupakan bagian penutup dari keseluruhan isi pembahasan

skripsi, yaitu meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.



BABII
KAJIAN TEORI FIQH SIYASAH

A. Pengertian Figh Siyasah
Figh Siyasah sering diartikan sebagai ilmu tata negara yang

berdasarkan ajaran islam. Figh siyasah berasal dari dua kata yaitu figh dan
sal- siyasi, figh secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau
paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap
maksud perkataan dan perbuatan.”* Sedangkan siyasah berasal dari kata sasa
berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan
pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan
bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan
atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan sesuatu. Sedangkan
Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan
perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan
serta mengatur keadaan.”

Dari penjabaran tentang definisi figh siyasah diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa figh siyasah merupakan kajian hukum islam yang
membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia

dalam bernegara yang bertujuan untuk mecapai kemaslahatan umat manusia

itu sendiri.

*Muhammad Abu Zahra, Ushul Figh, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), 6.
»Muhammad Igbal, Konstekstualisasi Doktrin Islam, (Jakarta: Kencana, 20014), 3.
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Pembahasan dalam figh siyasah sangatlah kompleks yakni meliputi
segala bidang dalam ilmu ketatanegaraan. Sebagai ilmu ketatanegaraan
berdasarkan ajaran Islam figh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa
sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan
bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan dan menjalankan kekuasaan yang
diberikan  kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan
mempertanggungjawabkan kekuasaanya.”

Pada umumnya dalam figh siyasah digunakan beberapa metode-
metode ushul figh, yaitu ijma’, qgiyas, al-maslahah al mursalah, sad al-

dzari’ah, al-‘adah, al-istihsan, dan kaidah-kaidah kulliyah fighiyyah.

B. Ruang Lingkup Figh Siyasah

Terdapat banyak sekali pendapat dari para ulama dalam pembagian
ruang lingkup figh siyasah, misalnya dari ulama terkemuka di Indonesia,
T.M. Hasbi membagi ruang lingkup figh siyasah menjadi delapan bidang,
yaitu:27

1. Siyasah Dusturiyah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan
perundang-undangan);

2. Siyasah Tasyri’iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);

3. Siyasah Qadla’iyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan peradilan);

4. Siyvasah Maliyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);

*Ibid., 5.
?"H.A Djazuli, Figh Siyasah, (Jakarta: Kencana 2007), 30.
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5. Siyasah ‘Idariyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan administrasi negara);
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyah (kebijaksanaan
hubungan luar negri atau internasional);
7. Siyaasah Tanfidziyyah Syar’iyyah (politik pelaksanaan undang-undang);
8. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (politik peperangan).
Sedangkan menurut Al-Mawardi, ruang lingkup figh siyasah terbagi
menjadi 5 (lima) antara lain:*®
a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan
(Sivasah Dusturiyahi),
b. Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah);
c. Peradilan (Siyasah Sadha’iyah);
d. Hukum perang (Siyasah Harbiah);
e. Administrasi Negara (Siyasah Idariyah).
Adapun Ibn Taimiyah membagi ruang lingkup figh siyasah menjadi 4
(empat) bidang yaitu:
1) Peradilan;
2) Administrasi negara;
3)Moneter; serta
4)Hubungan internasional.
Kemudian Abdul Wahhab Khallaf memiliki pendapat yang lebih
ringkas tentang pembagian ruang lingkup figh siyasah mencakup:

1. Peradilan;

%8 |bnu Syarif Mujar, Figh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga,
2008), 36.
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2. Hubungan internasional; dan
3. Keuangan negara.
Dari beberapa pendapat diatas maka secara garis besar pembagian
ruang lingkup figh siyasah antara lain sebagai berikut:*’

a. Siyasah Dusturiyyah, atau disebut dengan politik perundang-undangan.
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tashri’iyah)
oleh lembaga legislatif, kemudian peradilan atau gadlaiyah oleh lembaga
yudikatif, serta administrasi pemerintahan (idhariyah) oleh eksekutif;

b. Sivasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah, disebut juga politik luar negeri.
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang
muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Bagian ini
ada politik masalah peperangan (siyasah harbiyah), yang mengatur etika
berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang,
tawanan perang, dan gencatan senjata;

c. Siyasah Maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas
sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara,
perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan
perbankan.

Pada umumnya setiap negara membutuhkan suatuperaturan atau
kebijakan untuk mengatur suatu negara. Peraturan digunakan sebagai
pedoman bagi warga negara dalam melakukan suatu perbuatan guna

memberikan gambaran yang jelas mana perbuatan yang diperbolehkan dan

»mam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN PRESS, 2011), 7.
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perbuatan yang dilarang. Dalam kajian figh siyasah pembahasan tentang
perundang-undangan atau kebijakan pemerintah merupakan ruang lingkup
figh siyasah dusturiyah.

Kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah
“sesorang yangmemiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”.
Dalam perkembanganya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota
kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami
penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur pengertianya menjadi asas,
dasar, atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah dustur berarti kumpulan
kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota
masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun
tertulis (konstitusi).*’

Dalam siyasah dusturiyah terdapat pembahasan antara lain konsep-
konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya
perundang-undangan di suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan
undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting
dalam perundang-undangan.’' Keseluran pembahasan figh sivasah dusturiyah
pada umumnya tidak terlepas dari dua hal pokok yaitu:*

1) Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun Hadis, magqgasidu syariah,

dan ajaran-ajaran Islam dalam mengatur masyarakat.

*1bnu Syarif Mujar, Figh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008),
178.

*Ibid., 177.

%2 H.A. Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, (Jakarta:
Kencana, 2003), 47.
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2) Aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk
didakan hasil istirahat para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
Pada dasarnya figh siyvasah dusturiyyah yakni membahas
permasalahan hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, namun secara
luas siyasah dusturiyyah dapat dibagi menjadi empat pokok bahasan:™
1. Bidang siyasah tarsiiyyah mebahas persoalan ahlu al-halli wa al-‘aqdi,
perwakilan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim didalam suatu
negara seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan
Pelaksanaan, Peraturan Daerah dan sebagainya.

2. Bidang siyasah tanfidiyyah, membahas persoalan imamahi, persoalan
bai’ah, wizarah, wali al-‘ahdi, dan lain-lain.

3. Bidng siyasah gadaiyyah membahas persoalan peradilan.

4. Bidang isiyasah idariyyah, membahas persoalan administratif dan
kepagawaian.

Selain itu terdapat pendapat lain tentang pembagian ruang lingkup
kajian figh siyasah dusturiyyah dibagi menjadi empat macam antara lain:**

a. Konstitusi
Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-
undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah,

sumber perundang-undangan maupun penafsiran.

%H. A Djazuli, Figh Siyasah, (Jakarta: Kencana 2007), 48.
*Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN PRESS, 2011), 25-27.
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b. Legilasi
Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga al-sultahal-
tashri’iyah, artinya kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan
menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan
atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.
Selain itu ada kekuasaan lain seperti al-sulthah al-tantidziyyah,
kekuasaan eksekutif dan al-sultah al-qadaiyyah, kekuasaan yudikatif.
c. Ummah
Dalam konsep Islam, ummah diartikandalam empat macam, yaitu
bangsa, rakyat, kaum yang bersatu pada atas dasar iman, penganut suatu
agama atau pengikut Nabi, khalayak ramai dan, umum, seluruh umat
manusia.
d. Shura atau demokrasi
Kata shura berasal dari akar kata shawara mushawaratan, artinya
mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di
Indonesia disebut musyawarah. Artinya sesuatu yang diambil atau

dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan.

C. AmirDalam Pemerintahan Islam
1. Pengertian Amir

Selain khilifah dan imamah dalam konsep ketatanegaraan Islam
dikenal dengan kekuasaan imarah. kekuasaan khilafah dan imamah

dijabat oleh seseorang dengan sebutan khalifah dan imam sedangkan
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imarah dijabat oleh seseorang yang disebut amir. Penggunaan istilah
ketiga-tiganya dalam kajian figh siyasah tidak berbeda akan tetapi
pemakaianya yang berbeda. Kata khalifah biasanya digunakan oleh
masyarakat sunni, sedangkan untuk imamah biasa digunakan oleh
masyarakat syiah. Kalau khalifah merupakan sultan atau raja maka amir
bisa dimaknai sultan kecil atau pemimpin daerah.

Kata amir diturunkan dari kata amira yang berarti amir. Karena
itu, amir disini bermakana pemimpin. Bentuk pluralnya adalah umara.
Dalam kamus diartikan para pemimpin dan ahli ilmu pengetahuan. Tapi
dalam teks-teks hadis Nabi banyak digunakan kata amir. Bentuk amir
disebut di dalam hadis tidak kurang dari 40 kali, dan bentuk wumara
kurang lebih 24 kali. Bila diperhatikan secara cermat, hadis-hadis
tersebut menggambarkan pentingnya peranan pemimpin dalam
kehidupan masyarakat dan pemimpin benar-benar memperjuangkan
kepentingan rakyat.*

Secara harfiah /marah diartikan sebagai lembaga yang memiliki
kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti
istilah, /marah sama dengan khalifah atau imamah. Kata amir sendiri
bila merujuk ke Al-Qur’an tidak pernah ditemukan, yang hanyalah kata
ulil al amri yang mengarah kepada pemimpin, meskipun beberapa ulama

berbeda pendapat mengenai arti w/il al amri. Ada yang menafsirkan

% Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Yogyarakarta: Penerbit
Ombak, 2014) 62.
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dengan kepala negara, pemerintah dan ulama. Bahkan orang-orang syiah
mengartikan ulil al amri dengan imam-imam mereka yang ma sum.”®
2. Sejarah Amir

Penggunaan kata amir yang berarti pemimpin kaum muslim
muncul pertama kali dalamm pertemuan di Balai Aqifah Bani Sa’dah.
Pertemuan ini sendiri merupakan pertemuan yang bersejarah. Hal ini
karena dalam pertemuan ini sendiri dihadiri oleh tokoh-tokoh elit
Muslim yang datang dari Makkah dan Madinah. Adapun tujuan
pertemuan yang dihadiri kaum Anshar dan Muhajirin tersebut adalah
untuk memusyawarahkan sosok pengganti pucuk pemimpin umat Islam
berkaitan dengan wafatnya nabi. Pada pertemuan tersebut Kaum anshar
mengusulkan: “dari kami seorang amir dn dari kamu seorang amir’.
kaum Muhajirin menjawab, “kami adalahzmara dan kamu adalah
sebagai wizara. Akhirnya mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai
Pengganti Nabi. Namun demikian, ia tidak diberi gelar amir melainkan
Khalifah ar-Rasul. Gelar amir al-Mukminin yang setingkat dengan
Khalifah ar-Rasul digunakan oleh Umar bin Khattab.?’

3. Tugas Amir

Pada awal pemerintahan Islam, masa rasul dan khulafaur

rasyidin, penguasa daerah disebut ‘amil (pekerja, pemerintah, gubernur)

sinonim dengan ‘amir. Selama pemerintahan Islam di Madinah amir

% Djazuli, Figh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2003), 91.

%7 Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Yogyarakarta: Penerbit
Ombak, 2014) 64.
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dipergunakan untuk menyebut para komandan militer, yaitu amir al-
jaisy. Para gubernur yang mulanya adalah para jendral yang
menaklukkan daerah disebut amir. Tugas utama amir awal mulanya
sebagai penguasa daerah adalah pengelolaan administrasi politik,
pengumpulan pajak, dan sebagai pemimpin agama. Kemudian pada masa
pasca rasul tugasnya bertambah meliputi pemimpin ekspedisi-ekspedisi
militer, menandatangani perjanjian damai, memelihara keamanan daerah
takhlukan Islam, membangun masjid imam shalat dan khatib dalam
shalat jum’at dan bertanggung jawab kepada khalifah Madinah.*®

Pada masa dinasti Umayah gelar amir hanya digunakan untuk
penguasa daerah provinsi yang juga disebut wali (hakim, penguasa, dan
pemerintah). Dan tugasnya pun mulai dibedakan dan didampingi pejabat
yang dia angkat. Amir diberi wewenang mengangkat wakilnya di
daerah-daerah atas persetujuan khalifah. Tapi ada juga yang langsung
diangkat khalifah. Selain itu amir juga bertugas mengawasi percetakan
uang, mengatur sistem penarikan pajak, memimpin delegasi untuk
menyampaikan baiat kepada khalifah yang baru diangkat, membangun
sarana-sarana umum, seperti jembatan, kanal, jalan dan mengirimkan

sebagian penghasilaan daerah ke Damaskus.*

% Tim Penyusun depag. RI, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Depag RI, 1982), 77.
%9 Mujur Ibnu Syarif dan Khamami Zada, (Figh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam. Jakarta:
Erlangga, 2008), 313.



BAB III
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NO. 6 TAHUN 2018
TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

A. Gambaran Umum Desa Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan

1. Sejarah Desa
Desa Janggan merupakan salah desa di wilayah Kecamatan Poncol
Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Menurut beberapa cerita asal-
usul nama Janggan berasal dari kata Pujangga yang artinya ahli sastra.
Pemerintahan di Desa Janggan dipimpin oleh seorang kepala desa
yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melaui PILKADES. Pada
tahun 2019 kemarin telah dilaksanakan PILKADES di Desa Janggan dan
terpilihlah bapak Hari yang menjadi Kepala Desa Janggan sekarang ini.
Sebelumnya pada periode tahun 2014-2019 kepala Desa Janggan dijabat
oleh bapak Sarmo, dan di periode inilah program PTSL pertama kali
mulai dilaksanakan di Desa J anggan.40
2. Demografi
Desa Janggan termasuk salah satu desa di Kecamatan Poncol yang
memiliki penduduk yang padat dengan tingkat kepadatan penduduk

mencapai 915 jiwa/kmz. Berdasarkan data desa tahun 2016 jumlah

penduduk Desa Janggan yaitu 3085 jiwa.

*° http://janggan.magetan.qgo.id/, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Jam 21:00.
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Berdasarkan arah mata angin Desa Janggan berbatasan dengan
beberapa desa-desa tetangga antara lain sebagai berikut:*!
a. Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Genilangit Kecamatan
Poncol;
b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Poncol Kecamatan Poncol;
c. Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Poncol Kecamatan Poncol;

d. Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Alastuwo Kecamatan Poncol.

. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi
masyarakat, begitu pentingnya pendidikan sehingga dituangkan dalam
pembukaan UUD 1945 dengan pernyataan bahwa salah satu tujuan
bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan
merupakan sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia agar
lebih bermutu. Semakin berkualitas pendidikan di masyarakat maka akan
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat membantu
pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan
kemiskinan.

Tingkat pendidikan di Desa Janggan masih tergolong rendah, hal
ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di
Desa Janggan. Adapun sarana pendidikan atau sekolah yang tersedia
hanya di jenjang TK/PAUD sampai dengan jenjang SD/MI. Untuk

masyarakat Desa Janggan yang ingin meneruskan ke jenjang SMP sampai

“bid.
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dengan SMA atau sederajat mereka harus mendaftar di desa-desa
tetangga.

Berdasarkan data Kemendikbud tercatat ada beberapa instansi
pendidikan atau sekolah yang tersedia di Desa Janggan adalah sebagai
berikut:**

a. KB Al-Burhan, Desa Janggan, RT. 12 RW.05 Kec. Poncol Kab.
Magetan.

b. RA Putra Harapan Janggan, Desa Janggan RT. 02 RW. 01 Kec.
Poncol Kab. Magetan.

c. TK Handayani janggan Desa Janggan RT. 20 RW. 08 Kec. Poncol
Kab. Magetan.

d. MIN 14 Magetan J1. Durian Ds. Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan.

e. SDN Janggan JI. Durian Ds. Janggan Kec. Poncol Kab. Magetan.43

Sebagai alternatif ketersediaan sarana pendidikan di Desa Janggan
yang terbatas dapat ditunjang dengan adanya pendidikan non formal.
Adapun sarana pendidikan non formal yang ada di Desa Janggan yaitu
TPA, TPQ dan sebagainya. Sedangkan untuk tempat pelatihan atau
kursus tertentu belum tersedia di Desa Janggan.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dari setiap warga negara, oleh karena

itu negara harus memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk

warganya. Pelayanan kesehatan adalah faktor penting untuk

*2 http://referensi.data.kemdikbud.go.id/, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Jam 21:00.
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meningkatkan taraf hidup sehat penduduk. Negara yang penduduknya
sehat akan menaikkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya
mendorong penduduk itu sendiri untuk lebih produktif, sehingga dapat
beraktivitas dan bekerja sesuai profesinya dengan maksimal.

Seperti halnya terjadi permasalahan kesehatan pada tahun 2020
ini, yakni terjadi pandemi Covid-19 yang imbasnya sangat luar biasa,
menyebabkan lumpuhnya segala bidang kehidupan di Indonesia. Mulai
dari badan-badan kesehatan atau rumah sakit dituntut harus bekerja
secara maksimal untuk menghadapi pandemi Covid-19. Masyarakat juga
harus melakukan segala aktivitasnya dirumah untuk menghindari
penularan virus Covid-19. Masyarakat banyak yang kehilangan
pekerjaanya, dan juga kegiatan pembelajaran atau pendidikan juga
terganggu dan harus dilaksanakan secara daring. Termasuk juga Desa
Janggan juga merasakan imbas dari pandemi Covid-19, namun
beruntungnya tidak ada satupun masyarakat di Desa Janggan yang
terjangkit virus Covid-19.

Adapun tempat atau klinik pelayanan kesehatan yang tersedia di
Desa Janggan masih terbatas, Polindes adalah satu-satunya tempat
pelayanan kesehatan di Desa Janggan yang menyediakan pertolongan
persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan program

* http://janggan.magetan.qgo.id/, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Jam 21:00.
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Kemudian di Desa Janggan juga diadakan kegiatan Posyandu
secara rutin, posyandu ini merupakan pelayanan kesehatan dasar terhadap
kesehatan ibu dan bayi. Kegiatannya berupa pemantauan tumbuh
kembang anak, keluarga menimbang balitanya agar terpantau
pertumbuhanya, pemberian vitamain untuk bayi dan balita, program
imunisasi, pemberian makanan pendamping asi dan lain-lain.

Selain posyandu untuk ibu dan bayi juga terdapat posyandu untuk
lansia, yaitu program pelayanan kesehatan rutin untuk lansia atau
seseorang yang telah mencapai 60 tahun keatas. Kegiatanya berupa
pemeriksaan kesehatan lansia, pemberian makanan sehat dan bergizi, dan
kegiatan olahraga untuk lansia.

Selanjutnya masyarakat Desa Janggan juga mengikuti program
KB, bahkan terdapat kampung KB yang terletak di RT. 06 sampai dengan
RT. 11 Desa Janggan. Kampung KB ini diikuti warga lingkungan
setempat yang terdiri dari 6 RT dan Dasa Wisma 19 kelompok.

Kegiatan atau program kesechatan yang dipaparkan diatas
merupakan alternatif untuk keterbatasan tempat atau klinik pelayanan
kesehatan di Desa Janggan. Namun apabila masyarakat memerlukan
pengobatan atau pelayanan kesehatan tersedia Puskesmas Poncol yang
letaknya berada di desa tetangga, tepatnya di Desa Alastuwo, Kecamatan
Poncol.*”

5. Keadaan Sosial dan Agama

* http://janggan.magetan.qgo.id/, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Jam 21:00.
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Desa Janggan merupakan desa yang warganya hidup rukun,
kerukunan ini terjaga karena rasa kekeluargaan di Desa Janggan yang
begitu kuat. Salah satu penyebabnya yaitu banyaknya pernikahan baik
suami maupun istri yang sama-sama berasal dari Desa Janggan sehingga
terjalinlah hubungan persaudaraan.

Masyarakat Desa Janggan juga masih menjaga kesadaran dan
semangat gotong-royong dalam melaksanakan suatau kegiatan. Misalnya
setiap hari minggu pagi biasanya masyarakat Desa Janggan mengadakan
kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan yang dilakukan secara
gotong-royong dan dipimpin oleh ketua RT masing-masing. Dimana
masyarakat akan bekerja sama membersihkan jalan, selokan, pekarangan
rumah dan lain sebagainya secara sukarela.

Adapun dari segi kepercayaan atau agama di Desa Janggan
mayoritas menganut agama Islam, sedangkan yang menganut agama non
Islam sangatlah sedikit jumlahnya bahkan tidak mencapai 10% dari
keseluruhan masyarakat Desa J anggan.46
Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Janggan sebagian besar bermata pencaharian
sebagai Petani. Bahkan untuk masyarakat yang memiliki pekerjan lain
seperti halnya Guru, PNS, Pedagang dan lain-lain, mereka masih

memanfaatkan hasil pertanian sebagai pendapatan tambahan.*’

8 1hid.
7 bid.
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B. Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Menurut A.P. Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata
Cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu
record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikkan
(atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari
bahasa Latin “Capistratatum”yang berarti suatu register atau capita atau
unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens).
Dalam arti yang tegas, Cadastre adalah record pada lahan-lahan, nilai
daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan.
Dengan demikian, Cadastre merupakan alat yang tepat yang memberikan
uraian dan identifikasi dari uraian tersebut dan juga sebagai Continuous
recording (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah.*®

Sedangkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan
juga teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan juga data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan

rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-

*8Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 286.



41

bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas satuan rumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.*’

Dari definisi pendaftaran tanah diatas dapat diuraikan menjadi
beberapa unsur antara lain:*°
a. Adanya serangkaian kegiatan

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas pendaftaran tanah
untuk pertama kali, bentuk kegiatannya adalah pengumpulan dan
pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuanya, penerbitan
sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar
umum dan dokumen dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran
tanah, bentuk kegiatanya adalah pendaftaran peralihan dan
pembebanan hak, dan pendaftaran perubahan dan pendaftaran tanah
lainnya.

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data,
yaitu data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah sususn
yang didafttar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau
bagian bangunan diatasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai
status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,
pemegang haknya dan pihak lain serta bebabn-beban lain yang

membebaninya.

*Sigit Sapto Nugroho, Hukum Agraria Indonesia, (Solo: Kafilah Publishing, 2017), 122
%Urip Santoso, Pendaftaran Tanah dan peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), 12.



42

b. Dilakukan oleh pemerintah

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern
merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi
kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum di bidang pertanahan.

Instansi pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah
adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.

Dalam sejarah, pendaftaran tanah di Indonesia pernah
dilakukan oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian dan Agraria,
Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri, dan terakhir
oleh Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk dengan Keputusan
Presiden No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.”’

c. Secara terus-menerus

Kata terus-menerus, berkesinambungan menunjuk kepada
pelaksnaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya.
Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam
arti disesuaikan dengan perubahan yang terjadi kemudian hinggan
tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kegiatan pendaftarn tanah

untuk pertama kali menghasilkan tanda bukti hak berupa sertifikat.

SUrip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 297.
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Dalam kegiatan pendaftaran tanah dapat terjadi peralihan hak,
pembebanan hak, perpanjanagan jangka waktu hak atas tanah,
pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah, pembagian
hak bersama, hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan
rumah susun, peralihan dan hapusnya hak tanggungan, perubahan data
pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan,
dan perubahan nama pemegang hak harus didaftarkan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat hingga tetap sesuai dengan
keadaan terakhir.’>

d. Secara teratur

Kata teratur menunjukkan bahwa senua kegiatan harus
berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena
hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum. Biarpun daya
kekuatan pembuktian tidak selalu sama dalam hukum negara-negara
yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.”

e. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun

Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan terhadap Hak Milik,
Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan,
Tanah Wakaf, Hak Milik atas satuan rumah susun, Hak Tanggungan
dan Tanah negara.™

f. Pemberian surat tanda bukti

52 Urip Santoso, Pendaftaran Tanah dan peralihan Hak atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2010), 12.

> Ibid.

> Ibid.
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Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya
mengahasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas
rumah susun.

Sertifikat adalah tanda bukti hak sebagaiman dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak
tanggungan yang masing-masing sudah dibultikan dalam buku tanah
yang bersangkutan.>

g. Hak-hak tertentu yang membebaninya

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran
tanah dibebani dnegan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Tanggungan atau
Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai.’®

Asas-asas Pendaftaran Tanah

Dalam pendaftaran tanah terdapat beberapa asas atau patokan
dasar sebagai landasan dalam melaksakan pendaftaran tanah. Dalam Pasal
2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

menyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas

% |bid.
% 1bid.



45

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.’”  Berikut
penjelasannya :
a. Asas sederhana
Asas sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan
pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
b. Asas aman
Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
pendaftaran tanah harus diselenggarakan secara teliti dan cermat,
sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai
tujuan tanah itu sendiri.
c. Asas terjangkau
Asas terjangkau artinya dapat dijangkau oleh golongan
ekonomi lemah memperhatikan kebutuhan dan kemampuannya,
artinya pendaftaran tanah harus dapat dijangkau oleh pihak-pihak
yang memerlukan.
d. Asas mutakhir
Asas mutakhir artinya data-data yang ada didalam atau
diperoleh dari penyelenggaraan pndaftaran tanah harus dijaga
eksistensinya, sehingga data terpelihara sesuai dengan kenyataan di
lapangan.

e. Asas terbuka

%’Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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1)

2)
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Asas terbuka artinya melalui penyelenggaraan pendaftaran
tanah, bagi masyarakat maupun pemerintah yang ingin memperoleh
keterangan data fisik dan data yuridis, akan dapat memperoleh data
yang benar setiap saat di kantor pertanahan.’®

Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa
9
Asas Specialiteit
Asas ini artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggaran atas
dasar peraturan perundang-undangan tertentu, yang secara teknis
menyangkut masalah pengukuran, pemetaan dan pendaftaran
peralihanya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendaftaran tanh
dapat memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah,
yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai luas tanah, letak dan
batas-batas tanah.
Asas openbaarheid
Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek
haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaiman terjadinya peralihan
dan pembebananya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya

setiap orang dapat melihatnya.

3. Tujuan Pendaftaran Tanah

%¥Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, (Jakarta: Djambatan, 2008), 471.
%9 Sudikno Mertokusumo, Hukum dan Politik Agraria, (Jakarta: Karunia, 1988), 99.
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Pendaftaran tanah merupakan salah satu wupaya untuk

mendapatkan jaminan kepastian hukum atau kepastian hak atas

kepemilikan tanah. Dengan mendaftarkan tanah maka masyarakat akan

memperoleh sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat atas

kepemilikan hak atas tanah. Pentingnya pendaftaran tanah tertuang dalam

Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan “Untuk menjamin kepastian

hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah”.®® Kemudian tujuan dari pendaftaran tanah

dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997,

tujuan Pendaftaran Tanah yaitu:®’

a.

C.

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan;

Untuk  menyediakan  informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat
memperoleh data yang akan diperlukan dalam mengadakan perbuatan
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang
sudah terdaftar;

Untuk tertib dalam administrasi pertanahan.

%9pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
' Muwahid, Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia, (Surabaya: UINSA Press, 2016), 140.
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Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah yang telah disebutkan
dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, A. P. Parlindungan
berpendapat bahwa, peraturan tersebut dapat memperkaya Pasal 19
UUPA, karena:*

1) Dengan diterbitkanya sertipikat hak atas tanah, maka kepada
pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

2) Dengan informasi pertanahan yang tersedia di Kantor Pertanahan
maka pemerintah akan mudah merencanakan pembangunan negara
yang menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui
kondisi peruntukan tanah dan kepemilikanya.

3) Dengan administrasi pertanahan yang baik akan terpelihara masa
depan pertanahan yang terencana.

Sesuai dengan penjelasan di atas Pendaftaran Tanah bertujuan
untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak. Dengan
diselenggarakan pendaftaran tanah, maka pihak yang bersangkutan
dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada
tanah tertentu. Serta untuk mengetahui letak, luas dan batas-batasnya,
siapa yang mempunyai dan beban-beban apa yang ada diatasnya.®

4. Manfaat Pendaftaran Tanah
Dengan diadakannya pendaftaran tanah dapat memberikan banyak

manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang pertanahan,

62 A. P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, (Bandung: Mandar Maju,
2002), 112.

83 Efendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi
Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1986), 95.
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adapun pihak-pihak yang memeperoleh manfaat dari pendaftaran tanah
antara lain: *
a. Manfaat bagi pemegang hak.
1) Memberikan rasa aman.
2) Dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridisnya.
3) Memudahkan dalam pelaksanaan hak.
4) Harga tanah menjadi lebih tinggi.
5) Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.
6) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.
b. Manfaat bagi pemerintah.
1) Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu
program Catur Tertib Pertanahan.
2) Dapat memperlancar kegiatan Pemerintah yang berkaitan dengan
tanah dalam pembangunan.
3) Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misal sengketa
batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar.
c. Manfaat bagi calon pembeli atau kreditur.

Bagi calon pembeli atau calon kreditur dengan mudah
memperoleh keterangan yang jelas mengenai data fisik dan data
yuridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum mengenai
tanah.

5. Obyek Pendaftaran Tanah

%4Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 295.
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Adapun obyek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah meliputi:®

a.

C.

Hak Milik
Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang

dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam

Pasal 6 (Pasal 20 ayat (1) UUPA). Yang dapat mempunyai Hak Milik,

yaitu:

1) Hanya warga negara Indonesia.

2) Bank Pemerintah atau badan keagamaan dan badan sosial.
(Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan).

Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang

dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 35

tahun dan dapat diperpanjang paling lam 25 tahun guna perusahaan

pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) UUPA). Yang
dapat mempunyai Hak Guna Usaha, yaitu:

1) Warga negara Indonesia.

2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.

Hak Guna Bangunan.

% Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),

299-304.
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Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan
mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun (Pasal 35 ayat
(1) dan ayat (2) UUPA). Yang dapat mempunyai Hak Guna
Bangunan, yaitu:66
1) Warga negara Indonesia
2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia

. Hak Pakai.

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberianya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa
dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini (Pasal 41 ayat (1)
UUPA). Yang dapat mempunyai Hak Pakai, yaitu:®’

1) Warga negara Indonesia.
2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

% 1hid.
7 1bid.
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3) Departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan
pemerintah daerah.
4) Badan-badan keagamaan dan sosial.
5) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
6) Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia.
7) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.
e. Hak Pengelolaan.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah
yang kewenangan pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada
pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan
tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya,
menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga
dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Yang dapat mempunyai
Hak Pengelolaan, yaitu:*®
1) Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.

2) Badan Usaha Milik Negara.

3) Badan Usaha Milik Daerah.

4) PT Persero.

5) Badan Otoritas.

6) Badan-badan hukum pemerintah lainya yang ditunjuk oleh
pemerintah.

f. Tanah Wakaf

% bid
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Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang dimaksud dengan wakaf
adalah perbuatan hukum sesorang atau badan hukum yang
memisahkan sebagian dari harta kekayaanya yang berupa tanah milik
dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan
peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai dengan ajaran Agama
Islam. Dalam perwakafan tanah Hak Milik terdapat pihak yang
mewakafkan tanah disebut Wakif, pihak menerima tanah wakaf
disebut Nadzir, pihak yang membuat Akta Ikrar Wakaf adalah Pejabat
Pembuat akta Ikrar Wakaf, dan pihak yang mendaftar tanah yang

diwakafkan adalah Kantor Pertanahan Kabupataen/Kota.*®

. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Yang di maksud degan satuan rumah susun Pasal 1 angka 3
Undang-Undang No. 20 tahun 2011, adalah unit rumah susun yang
tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama
sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan
umum. Yang dimaksud dengan kepemilikan satuan rumah susun
menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2011
merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat
perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama,

benda bersama, tanah bersama.”

h. Hak Tanggungan

% 1bid.
0 1hid.
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Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak
atas tanah sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut
atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan
dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur-kreditur lain (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
yang Berkaitan dengan Tanah). Hak-hak yang dapat dijadikan
jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, Hak Guna
Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah negara
yang menurut ketentuanya wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat
dipindahtangankan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
berdiri di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
atas tanah negara.’’

Tanah Negara.

Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara
adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah
(Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Dalam
hal tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah, pendaftarannya

dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan

™ bid.
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tanah negara dalam daftar tanah. Daftar tanah adalah dokumen dalam
bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu
sistem penomoran. Untuk tanah negara tidak disediakan buku tanah
dan oleh karenanya diatas tanah negara tidak diterbitkan sertifikat.

Khusus untuk pendaftaran tanah negara hanya dengan cara
membukukan bidang tanah negara dalam daftar tanah. sedangkan untuk
pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan
tanah negara satuan wilayah tata wusaha pendaftarannya adalah
Kabupaten/Kotamadya.”

Obyek pendaftaran tanah sebelumnya diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebar di berbagai peraturan perundang-
undangan, selanjutnya disatukan ke dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997. Adapun bukti bahwa objek pendaftaran tanah
tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan adalah sebagai
berikut:"

a. Hak Milik, pendaftarannya diatur dalam UUPA,;

b. Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan pendaftarannya diatur
dalam UUPA dan peraturan pemerintah No. 40 Tahun 1996;

c. Hak Pakai pendaftarannya semula diatur dalam peraturan Menteri
Agraria No. 1 Tahun 1966, kemudian diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 40 tahun 1996;

H. M Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 161.
"Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 304.
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Hak pengelolaan pendaftarannya diatur dalam Peraturan Menteri No.
1 Tahun 1966 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun
1977;

Tanah wakaf pendaftarannya diatur dalam peraturan pemeritah No. 28
Tahun 1977;

Hak tanggungan pendaftarannya diatur dalam Undang-Undang no. 4
Tahun 1996;

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun pendaftarannya diatur dalam
Undnag-Undang No. 16 Tahun 1985.

Dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran tanah

menurut Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Daftar tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.

Surat ukur, adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang
tanah dalam bentuk peta dan uraian.

Daftar nama, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat
keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu hak atas tanah,
atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan
rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.
Buku tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data
yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada

haknya.”

™ bid., 292.
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Kegiatan pendaftaran tanah memiliki beberapa tahap yang
dijelaskan dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, antara lain sebagai
berikut: ”

1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali.

2) Pemeliharaan pendaftaran tanah.

3) Pembuatan peta dasar pendaftaran.

4) Penetapan batas bidang-bidang tanah.

5) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran.

6) Pembuatan daftar tanah.

7) Pembuatan surat ukur.

Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pejabat-
pejabat yang membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
6

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, antara lain :’

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pasal 11 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

"®Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 298.
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Peran PPAT dalam pelaksanaan pendafataran tanah ialah
dalam hal pembuatan akta pemindahan hak dan akata pemberian Hak
Tanggungan atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Peran PPAIW dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah

dalam hal pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah Hak Milik.
c. Pejabat dari Kantor Lelang

Peran pejabat dari Kantor Lelang dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah adalah dalam hal pembuatan Berita Acara Lelang
atas hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

d. Panitia Ajudikasi

Peran Panitia Ajudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah
adalah dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik. Semua kegiatan
dalam pendaftaran tanah secara sistematik dari awal hingga
penandatanganan sertipikat hak atas tanah dilaksanakan oleh Panaitia
Ajudikasi.”’

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang

bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Dalam Pasal 19 ayat (2)

7 bid.
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huruf ¢ UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang
diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. UUPA tidak menyebut nama
surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar. Baru pada Pasal 13 ayat
(3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa

“Surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar dinamakan
sertipikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi
satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya
ditetapkan oleh Menteri Agraria.””®

Berdasarkan obyek pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka
dapat diketahui macam-macam sertipikat antara lain:”
1) Sertipikat Hak Milik.
2) Sertipikat Hak Guna Usaha.
3) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah negara.
4) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.
5) Sertipikat Hak Pakai atas tanah negara.
6) Sertipikat Pakai atas Hak Pengelolaan.
7) Sertipikat tanah Hak Pengelolaan.
8) Sertipikat tanah Wakaf.
9) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

10) Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Non Rumah Susun.

8 1bid., 315.
™ bid., 317.
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11) Sertipikat Hak Tanggungan.

Penerbitan sertipikat dalam kegiatan pendaftaran tanah pertama
kali dimaksudkan agar pemegang hak dapat menggunakan sertipikat
sebagai alat bukti yang sah untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah
pemegang haknya. Sertipikat sebagai tanda bukti memuat data fisik dan
data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah.

Terlepas dari pentingnya sertifikat dari suatu bidang tanah,
faktanya di Indonesia masih banyak tanah milik penduduk yang belum
memiliki sertifikat. Pembuatan sertifikat tanah secara individu atau
pribadi terkadang memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya
yang cukup besar pula. Lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah
tersebut mendorong pemerintah untuk mengupayakan sebuah program
pendaftaran tanah secara massal, agar seluruh bidang tanah yang belum
memiliki sertifikat segera memiliki sertifikat dengan prosedur yang
mudah dan biaya yang terjangkau. Program pendaftaran tanah secara
massal ini di wujudkan melalui Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan diselenggarakannya suatu
program prioritas nasional berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL).

C. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Program PTSL ini pertama kali diatur dalam Peraturan menteri

ATR/BPN No. 36 Tahun 2016 tentang PTSL, yang direvisi menjadi
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Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2017, kemudian disempurnakan
dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017. Kemudian terakhir
kali direvisi menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Program PTSL sering dikenal masyarakat dengan istilah program
sertipikasi tanah massal ini merupakan wupaya pemerintah dalam
memepercepat pendaftaran tanah diseluruh wilah Indonesia, agar tanah yang
belum terdaftar dapat segera terdaftar. Didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan
Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi
semua objek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam
satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainya yang setingkat dengan itu,
yang meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau
beberapa objek Pendaftar Tanah untuk keperluan pendaftarannya.®

Adapun objek PTSL yaitu seluruh bidang tanah yang belum ada hak
atas tanahnya, bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah,
tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah negara,
tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah objek landreform, tanah
transmigrasi, dan bidang tanah lainya.

Kemudian tujuan dari program PTSL ini dituangkan dalam Pasal 2

ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi,

%0pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.
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Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan
perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas
sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel,
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
dan ekonomi Negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa atau konflik

pertanahan.

D. Tahap-tahap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Dalam pelaksanaan Program terdapat beberapa beberapa tahapan yang
dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (4)Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun
2018, sebagai berikut:*'

Perencanaan;

1. Penetapan lokasi;

2. Persiapan;

3. Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL san satuan tugas;
4. Penyuluhan;

5. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;

6. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;

7. Pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya;

8. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;

9. Pembukuan hak;

10. Penerbitan sertipikat hak atas tanah;

8lpasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.
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11. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan;

12. Pelaporan.

Pelaksanaan Program PTSL dapat diselenggarakan melalui program
PTSL, atau melalui gabungan dari kegiatan PTSL dengan kegiatan lain,
yaitu:

a. Program Sertipikasi Lintas Sektor;

b. Program Sertipikasi massal swadaya masyarakat;

c. Program atau kegiatan sertipikasi massal redistribusi tanah objek
landreformi, konsolidasi tanah, dan transmigrasi;

d. Program/seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai
dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.®

1. Perencanaan dan Persiapan
Pada tahap perencanaan pertama-tama dilakukan penyusunan
rencana Tata Bangunan dan Perumahan (TRTBP), meliputi perencanaan
berapa banyak bidang tanah yang akan mengikuti program PTSL
disesuaikan dengan anggaran dari pusat yang disediakan untuk
pelaksanaan PTSL. Kemudian perencanaan terhadap target lokasi
penyebaran program PTSL, dengan mempertimbangkan juga ketersediaan

kemampuan SDM pelaksana PTSL.

82pasal 5 peraturan Menteri ATR/BPN No.5 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.
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Perencanaan dan persiapan program PTSL dilakukan oleh
kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
dengan menerbitkan Perauran Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018
tentang Pendaftaran Tnah Sistematis Lengkap. Sedangkan untuk realisasi
di lapangan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional.

Dalam tahap persiapan kepala Kantor Pertanahan melakukan
beberapa persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL, menurut Pasal 9
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap, yang perlu dipersiapkan antara lain :

a. Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL;
b. Sumber daya manusia;
c. Kebutuhan transportasi;
d. Koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya; dan
e. Alokasi anggaran.®
2. Penetapan Lokasi
Penetapan Lokasi PTSL ditetapkan oleh Kepala Kantor

Pertanahan sesuai dengan wilayah kerjanya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3)

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran

83pasal 9 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap
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Tanah Sitematis Lengkap, penetapan lokasi dilakukan dengan

ketentuan:**

a. Berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan
dalam APBN/APD, PNBP, Corporate Social Responbility (CSR) atau
sumber dana PTSL lainnya;

b. Diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan
PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS),
CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau
berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL:
dan

c. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas
pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor pertanahan.

Apabila Kantor Pertanahan melakukan perubahan lokasi desa yang
malaksanakan program PTSL. Maka Kepala Kantor Pertanahan
mengeluarkan surat keputusan mengenai perubahan lokasi kemudian
menyampaikanya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan disertai
alasan dari perubahan lokasi tersebut.

3. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi

Dalam Pelaksanaan PTSL Kepala Kantor Pertanahan membentuk

Panitia Ajudikasi PTSL melalui suatu Surat Keputusan. Panitia Ajudikasi

PTSL adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor

8%pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sitematis Lengkap
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Pertanahan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Adapun susunan panitia Ajudikasi PTSL adalah sebagai berikut:

a. Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai kantor
pertanahan;

b. Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, dijabat oleh pegawai
kantor pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;

c. Wakil ketua bidang yuridis merangkap anggota, dijabat oleh pegawai
kantor pertanahan yang memahami susunan hukum pertanahan;

d. Sekretaris, dijabat oleh pegawai kantor pertanahan.

e. Kepala desa/kelurahan setempat atau pamong desa/kelurahan yang
ditunjuknya;

f. Anggota dari unsur kantor pertanahan sesuai kebutuhan.®

Tugas Panitia Ajudikasi PTSL tercantum pada Pasal 14 ayat (1)

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018, Panitia Ajudikasi PTSL

memiliki tugas:*®

a. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;

b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang
tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda

penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

8 Waskito dan Hadi Arnowo, Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2019), 65.

8pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.
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Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti
kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti
kepemilikan atau penguasaan tanah;

Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang
sudah dikumpulkan;

Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang
bersangkutan mengenai data yang disengketakan;

Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf
e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta
hak;

Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil
kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan

Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan
Satgas Yuridis.

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh

Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi. Satgas tersebut

memiliki tugas masing-masing yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan

Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap, yang berbunyi:*’

%pasal 15 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap.
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Tugas Satgas Fisik, meliputi:

a. Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan
pada gamabar ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau
kuasanya;

b. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan
membuat Peta Bidang Tanah;

c. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang
berkaitan dengan data fisik bidag tanah pada aplikasi KKP;

d. Menandatangani Gambar Ukur dan dokumen terkait;

e. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang
tanah oleh pihak ketiga, maka Surveyor Kadaster Berlisensi
menandatangani peta bidang tanah untuk pembuatannya; dan

f. Menyampaikan peta bidang tanah kepada Ketua Panitia Ajudikasi
PTSL.

Tugas Satgas Yuridis, meliputi:

a. Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan
bidang tanah;

b. Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan
atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

¢. Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;

d. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;

e. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;

f. Menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;



69

g. Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan
sertipikat; dan
h. Menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.
3. Tugas Satgas administrasi membantu pelaksanaan tugas Sekretaris
Panitia ajudikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5).
4. Penyuluhan
Sebelum masyarakat mendaftar dan mengikuti program PTSL
maka diadakan penyuluhan terlebih dahulu yang dilakukan oleh
Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas
Fisik dan Satgas Yuridis. Penyuluhan tersebut guna memberikan
kejelasan dan pengetahuan seputar PTSL, adapun hal-hal yang perlu
dijelaskan dalam penyulusan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan
Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap, antara lain:*®
a. Manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil
pelaksanaan kegiatan PTSL;
b. Tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
c. Penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang
tanah;
d. Dokumen yuridis yang perlu disiapkan,;
e. Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis

oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;

88pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.
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f. Hasil akhir kegiatan PTSL;
g. Pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber
lain yang sah melalui kegiatan PTSL;
h. Akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab
pada huruf ¢ dan d di atas tidak dipenuhi;
i. hak untuk mengajukan keberatan atas hasil ajudikasi yang
diumumkan selama jangka waktu pengumuman; dan
j. biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta
kegiatan PTSL.
Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis
Setelah dilaksanakan penyuluhan maka petugas akan
melakukan pendataan kepada tanah masyarakat, pendataan tersebut
dilakukan dengan cara pengumpulan data fisik dan data yuridis dari
tanah-tanah yang didaftarkan. Pengumpulan data fisik pada bidang
tanah dilaksanakan oleh Satgas Fisik yang di dampingi perangkat
desa. Adapun pengumpulan data fisik menurut Pasal 19 Peraturan
Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap, yaitu:89
a. Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran

dan pemetaan tanah.

89pasal 19 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap.
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b. Pengumpulan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan teknologi survei
dan pemetaan terdiri dari metode terestris, metode fotogrametris,
metode satelit, atau kombinasi dari ketiga metode dimaksud.

d. Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus
mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik
atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa
fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan
dari instansi yang berwenang.

e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi,
KJSKB dan/atau Badan Hukum Perseroan yang bergerak di
bidang survei dan pemetaan informasi geospasial melalui tata
cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

f. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen

fisik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



72

Sedangakan pengumpulan data yuridis diatur dalam Pasal 20
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap, meliputi:”

1) Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti
mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis,
keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.

2) Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Satgas Yuridis dapat dibantu Pengumpul Data Yuridis melalui
tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan,
pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen
yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pemeriksaan Tanah

Setelah pengumpulan data selesai maka panitia Ajudikasi
melakukan pemerikasaan tanah dengan cara penelitian data atau
analisis terhadap data kepemilikan yang menunjukkan hubungan

hukum antara peserta program PTSL dengan tanah obyek PTSL.

%pasal 20 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.
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Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan data untuk memastikan
keterangan data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan.

Panitia akan menggali informasi yang meliputi, kesesuaian
antara nama dan profesi peserta PTSL. Memeriksa kesesuaian antara
keterangan yang tertera dalam formulir isian inventarisasi dan
dokumen/data yuridis dengan kondisi penguasaan. Juga pemeriksaan
terhadap letak, batas, dan luas yang tertera di dalam data fisik dengan
kenyataan di lapangan.

Hasil pemeriksaan ini nantinya dapat di gunakan untuk
menentukan kluster dari tanah tersebut, yaitu K1, K2, K3 maupun
K4. Hasil pemeriksaan akan dimuat dalam Daftar Isian sesuai dengan
Risalah Yuridis dan Penetapan.

Pembuktian Hak, serta Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Bidang
Tanah

Pembuktian hak atas suatu bidang tanah yaitu dilakukan
dengan memeriksa dokumen-dokumen atau surat sebagai tanda bukti
penguasaan atas suatu bidang tanah. dokumen tersebut antara lain
Pipil, Girik, Petuk, Vervonding Indonesia maupu sebutan lainnya
sesuai yang berlaku dengan daerah setempat.

Apabila terdapat suatu tanah yang dokumennya tidak lengkap,
ataupun tidak ada sama sekali, maka dapat dilengkapi surat
pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah, dibuat

dengan itikad baik dan disertai materai, serta disaksikan sekurang-
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kurangnya dua orang saksi dari daerah tersebut yang tidak memiliki
hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan.

Adapun unsur dari surat pernyataan berisi itikad baik dalam
menguasai secara fisik, menggunakan, memelihara tanah secara turun
temurun dalam waktu tertentu tanpa adanya keberatan dari pihak
lain, tidak dalam persengketaan, dan bukan merupakan aset milik
Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, ataupun Kawasan Hutan.

Jika sudah terpenuhi pembuktian hak kepemilikan dari suatu
bidang tanah, maka akan dilakukan Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis, yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan dan Kelurahan
setempat selama empat belas hari kalender.

Penerbitan Keputusan Pemberian atau Pengakuan Hak Atas Tanah

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL akan menerbitkan keputusan
penetapan hak dengan melampirkan bukti Pembayaran Bea perolehan
Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB atau Pajak penghasilan (PPh))
pada saat pendaftaran hak. Tahap selanjutnya jika tanah sudah
dibuatkan berita acara penyelesaian pendaftaran tnah maka
dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya, dan diserahkan kepada
masyarakat apabila sertifikat yang telah ditandatangani Kepala

Kantor Pertanahan maupun delegasinya.
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E. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan
Program PTSL di Desa Janggan mulai dilaksanakan pada akhir tahun

2017, ini merupakan gelombang pertama PTSL di Desa Janggan dengan
kuota sebanyak 1000 bidang tanah yang disediakan oleh BPN Kabupaten
Magetan untuk Desa Janggan. Terdapat 3000 lebih bidang tanah di Desa
Janggan yang sebagian besar belum memiliki sertifikat.

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Magetan dikelompokkan menjadi
beberapa wilayah, dimana Desa Janggan masuk pada wilayah percepatan V
bersama Desa Genilangit dan Desa Cileng. Pada wilayah percepatan V (lima)
ini kepanitiaan ajudikasi diketuai oleh Bapak Ahmad Hanif Marzuqgi. A.
Ptnh.”!

Di Desa Janggan sendiri bidang tanah untuk bangunan atau rumah
pada umumnya sudah memiliki sertifikat, sedangkan untuk bidang tanah
sawah atau ladang masih banyak yang belum memiliki sertifikat.

Pada bulan September 2017 petugas BPN beserta perangkat Desa
Janggan melaksanakan pembentukan kelompok masyarakat atau POKMAS
yang bertugas untuk membantu pelaksanaan PTSL di Desa Janggan,
keanggotaan POKMAS terdiri dari beberapa tokoh masyarakat diluar
perangkat desa atau orang yang dianggap mampu dan cakap dalam membantu
pelaksanaan program PTSL.

Selanjutnya petugas BPN beserta perangkat desa menyusun struktur

kepanitiaan di dalam POKMAS, agar POKMAS melaksanakan tugasnya

% Anang Budianto, Sekretaris POKMAS Program PTSL, Wawancara, Desa Janggan, Senin, 24
Mei 2021.
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secara maksimal sesuai jabatan masing-masing. Adapun susunan jabatan di

dalam POKMAS adalah sebagai berikut:”

1. Ketua : Alm. H. Suradi.

2. Wakil Ketua : Paimin

3. Sekretaris : Anang Budianto (Sekretaris I)
Suyadi (Sekretaris II)

4. Bendahara : Rikem Mubinah

5. Koordinator Lapangan : Lanjar (Koorlap. I)
Jumiran (Koorlap. 1I)
Raji (Koorlap. III)
Kormen (Koorlap. 1IV)

Dalam melaksanakan tugasnya POKMAS di dampingi oleh petugas
BPN Kabupaten Magetan, program PTSL tersebut baru pertama kali di
laksanakan di Desa Janggan sehingga perlu adanya pendampingan agar
POKMAS bekerja secara maksimal. Namun ketika proses pengukuran dan
seterusnya terjadi musibah yang dialami ketua POKMAS almarhum bapak H.
Suradi yang mengalami sakit dan beliau meninggal dunia, sehingga tidak bisa
melanjutkan tugasnya sebagai ketua.”

Selanjutnya diadakan Penyuluhan atau Sosialisasi tentang program
PTSL bagi warga desa Janggan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember

2017. Agar penyuluhan terealisasi kepada masyarakat Desa Janggan secara

%2Anang Budianto, Sekretaris POKMAS Program PTSL, Wawancara, Desa Janggan, Senin, 24
Mei 2021.
“Ibid.
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menyuluruh, maka diadakan penyuluhan sebanyak 3 kali dalam bulan
Desember 2017. Panitia mengharapkan penyuluhan ini dilaksanakan secara
maksimal sehingga semua kalangan masyarakat Desa Janggan mengetahui
dan paham mengenai program PTSL.

Penyuluhan atau sosisalisai program PTSL di Desa Janggan
dilaksanakan di balai Desa Janggan yang dihadiri oleh beberapa pihak antara
lain:’*

1. Kepala Desa;

2. Perangkat Desa;

3. Tim dari BPN Kabupaten Magetan;
4. Perwakilan dari Kepolisian;

5. Tokoh masyarakat;

6. Ketua RT dan RW;

7. Tokoh Masyarakat; dan

8. Masyarakat Desa Janggan.

Penyuluhan ini menjelaskan tentang PTSL yang merupakan kebijakan
pemerintah dalam rangka penertiban administrasi pertanahan, dan
memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah
dengan prosedur yang mudah, sederhana dan biaya yang murah.

Program ini diharapkan dapat di manfaatkan sebaik-baiknya oleh
masyarakat, PTSL merupakan kesempatan istimewa bagi masyarakat untuk

mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat hak milik tanah dengan

** Suyadi, Sekretaris (11) POKMAS Program PTSL, Wawancara, Desa Janggan, Senin, 12 Januari
2021.
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mudah dan biaya ringan daripada mengurus sertifikat secara mandiri.
Pentingnya sertifikat tanah selain sebagai alat bukti yang kuat tentang
kepemilikan hak atas suatu tanah, masyarakat Desa Janggan pada umumnya
menggunakan sertifikat sebagi modal usaha.

Selanjutnya pada bulan Januari 2018 dilaksanakan pendaftaran
program PTSL, masyarakat Desa Janggan dapat mendaftar Program PTSL
melalui ketua RW/RT setempat atau langsung mendaftar ke POKMAS.
Setiap RT/RW bersedia mewadahi masyarakat yang ingin mendaftarkan
tanahnya yang nantinya akan di koordinasikan dengan POKMAS agar
diadakan pendataan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya.

Adapun dalam pendaftaran PTSL masyarakat perlu menyiapkan
beberapa persyaratan antara lain:

1. Fotokopi KTP.

2. Fotokopi Kartu Keluarga.

3. Fotokopi Letter C milik sendiri.

4. Surat pernyataan penguasaan fisik dan diketahui oleh 2 orang saksi.
5. Fotokopi SPPT-PBB terbaru.”

Sedangkan untuk tanah Waris atau Letter C masih milik orang tua,
maka membutuhkan persyaratan tambahan yaitu fotokopi akte kematian
orang tua dan surat keterangan waris. Letter C merupakan data yang sangat
penting sebab melalui Letter C panitia menggali asal-usul tanah, kemudian

dicocokkan dengan data dari BPN. Seringkali Panitia menemukkan bidang-

% Anang Budianto, Sekretaris POKMASProgram PTSL, Wawancara, Desa Janggan, Senin, 24
Mei 2021.
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bidang tanah di Desa Janggan tidak memiliki dokumen yang lengkap bahkan
ada beberapa yang tidak memiliki dokumen sama sekali, sehingga panitia
perlu membantu dengan melakukan penelitian menggali kejelasan asal-usul
tanah tersebut. Apabila dokumennya tidak lengkap maka, pemohon dengan
itikad baik membuat surat pernyataan tertulis tentang penguasaan tanah,
disertai materai, dan disaksikan minimal dua orang dari daerah setempat
dengan ketentuan saksi tersebut tidak memilik hubungan kekeluargaan
dengan yang bersangkutan.”

Jika persyaratan diatas telah terkumpul, maka masyarakat yang ingin
mendaftarkan tanahnya akan dikenakan biaya persiapan. Biaya tersebut di
atur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri yaitu Menteri
ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 25 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan
Persiapan PTSL, rincian biayanya sebagai berikut: *’

I)Kategori I (provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku,
Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp.
450.000,00;

2)Kategori II (Povinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi
Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara,

Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp. 350.000,00;

96 |

Ibid.
¥Bagian Ketujuh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri,
dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 25 Tahun 2017
Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL.
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3)Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi
Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera
Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp. 250.000,00;

4)Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi sumatera Selatan,
Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan)
sebesar Rp. 200.000,00;

5)Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp. 150.000,00.

Biaya ini digunakan untuk keperluan penyiapan dokumen, kegiatan
pengadaan Patok dan Materai, dan kegiatan operasional petugas
kelurahan/desa.”® Jika mengacu pada ketentuan diatas maka Desa Janggan
yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa
Timur masuk dalam kategori V dengan besaran biaya yang dikenakan untuk
persiapan PTSL sebesar Rp. 150.000,00.

Namun berdasarkan musyawarah bersama yang diadakan oleh
perangkat Desa Janggan beserta jajaran Panitia PTSL besaran biaya
pendampingan yang dibebabankan bagi pendaftar PTSL yaitu sebesar Rp.
350.000,00. Biaya tersebut lebih besar dari yang ditetapkan di SKB 3
Menteri karena digunakan untuk pendampingan dilapangan, kegiatan
administrasi dan fasilitasi yang diperlukan pemohon. Hasil dari kesepakan
biaya ini di masukkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan

selanjutnya dituangkan dalam berita acara musyawarah.

% Ibid.,Bagian Kesatu
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Bapak Yadi selaku anggota POKMAS menuturkan bahwa biaya
sebesar Rp. 350.000,00. tersebut sudah melalui kesepakatan bersama
perangkat Desa, POKMAS dan masyarakat pemohon PTSL. Beliau juga
menyatakan bahwa biaya tersebut tidak sesuai dengan SKB 3 Menteri karena
seringkali POKMAS beserta petugas desa yang terlibat dalam PTSL
beroperasional melebihi jam kerja, mereka seringkali lembur malam hari
dibalai Desa Janggan dalam mengerjakan dan menyiapkan dokumen-
dokumen yang akan disetorkan ke BPN Magetan. Selain itu POKMAS juga
sering bolak-balik dari Desa Janggan ke kantor BPN Kabupaten Magetan
untuk menyetorkan dokumen, terlebih jika ada kerancuan dalam dokumen
yang disetorkan. Oleh karena itu dibutuhkan dana lebih untuk operasional
dan tranportasi.””

Baru-baru ini pemerintahan Kabupaten Magetan juga mengeluarkan
peraturan yang mengatur mengenai biaya persiapan PTSL yakni, Peraturan
Bupati Magetan No. 5 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Magetan,peraturan ini
ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2021. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan
terkait penambahan biaya persiapan PTSL, yang bunyinya

Dalam hal terdapat:

a. Jumlah patok batas tanah atau materai yang dibutuhkan materai yang

dibutuhkan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

atau

% Suyadi, Sekretaris (11) POKMAS Program PTSL, Wawancara, Desa Janggan, Senin, 12 Januari
2021.
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b. Terdapat kebutuhn selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 8 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Maka pemohon dapat menambah biaya selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan musyawaran
kelompok masyarakat pemohon PTSL yang dituangkan Rencana
Anggaran Biaya (RAB).
Ketentuan diatas menjelaskan bahwa penambahan biaya persiapan
PTSL diperbolehkan dengan ketentuan beberapa alasan yakni jumlah patok
batas tanah dan materai yang dibutuhkan melebihi ketetapan SKB 3
Menteri yaitu patok 3 (tiga) buah dan materai 1 (satu) buah per bidang
tanah, penambahan biaya tersebut harus melalui musyawarah dan
kesepakatan berseama, jika sudah disepakati maka besaran biaya yang
ditetapkan dituangkan dalam RAB.
Dalam tahap pendaftaran juga terjadi kesalahpahaman tentang kuota
PTSL bagi Desa Janggan, dimana POKMAS dan Perangkat Desa
mempersilahkan seluruh masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya
dalam program PTSL, sehingga terkumpul 1725 bidang tanah yang
didaftarkan. Padahal kuota yang diberikan BPN Kabupaten Magetan untuk
Desa Janggan hanya sejumlah 1000 bidang tanah. Namun pada akhirnya
BPN beserta Panitia PTSL bersedia mendaftarkan secara bertahap 725

bidang tanah diluar kuota. Karena PTSL merupakan program yang
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ditujukan untuk seluruh masyarakat, jadi setiap orang berhak untuk
mengikuti program PTSL.'®

Jika seluruh proses administrasi dan pendaftaran selesai maka
selanjutnya akan diadakan pengukuran bidang tanah. Pengukuran tanah
dilaksanakan Satuan Tugas Fisik dan POKMAS beserta pihak ketiga atau
petugas pengukur tanah yang ditunjuk oleh BPN Kabupaten Magetan, hal
ini dilakukan karena BPN Kabupaten Magetan mengalami kekurangan SDM
tenaga pengukur tanah.

Proses pengukuran tanah dalam program PTSL di Desa Janggan
dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei
2018. Pengukuran dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan. Diperlukan
waktu yang panjang dan tenaga berlebih karena sebagian besar wilayah
Desa Janggan adalah perbukitan, sehingga bidang-bidang tanah yang akan
diukur seringkali sulit dijangkau. Seperti halnya sawah atau ladang sebagian
besar letaknya jauh dari jalan raya yang dapat dilewati kendaraan, sehingga
petugas pengukuran harus jalan kaki agar sampai ke lokasi sawah atau
ladang yang akan diukur.

Pengukuran tanah tersebut meliputi panjang dan lebar bidang tanah,
sudut dan nilai kordinat, bentuk dan luas bidang tanah serta penetapan batas
tanah yang telah memperoleh persetujuan dari pemilik tanah yang

berbatasan.

100 1higd.



84

Selain pengumpulan data fisik berupa pengukuran bidang tanah yang
mengikuti program PTSL maka dilaksanakan pula pengumpulan data
yuridis dari bidang-bidang tanah tersebut. Pengumpulan data yuridis ini
dilaksanakan oleh Satuan Tugas Yuridis dibantu oleh POKMAS, kegiatan
pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan dan pemeriksaan riwayat
kepemilikan tanah, pengecekan terhadap data kepemilikan yang
menunjukkan hubungan hukum antara peserta PTSL dengan tanah yang
dimilikinya.

Hasil pengumpulan data yuridis disatukan dan direkap menjadi data
normatif, kemudian diolah menjadi Nomor Urut Bidang (NUB). Nomor
Urut Bidang tersebut digunakan untuk verifikasi dan sinkronisasi antara
data fisik dan data yuridis.

Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan tanah untuk memastikan
kesesuaian antara data fisik dan data yuridis dengan kenyataan dilapangan.
Dilakukan pemerikasaan meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta
PTSL, pemerikasaan kesesuaian antara formulir isian inventarisasi serta
dokumen yuridis dengan kondisi penguasaan dan penggunaan tanah di
lapangan, serta pemerikasaan data fisik atau peta bidang tanah dengan
kondisi di lapangan.

Tanah yang didaftarkan dalam program PTSL terkadang bermasalah
atau masih dalam persengketaan. Namun tanah yang bermasalah tetap
diperbolehkan mengkuti program PTSL. Sehingga dalam pemerikasaan

tanah ini nantinya dihasilkan 4 kluster, sesuai yang dijelaskan dalam Pasal
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25 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 8 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap, 4 kluster tersebut antara lain :

1) Kuster 1/K1, yaitu terbit sertifikat (data fisik dan data yuridis
memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat)

2) Kluster 2/K2, yaitu data fisik dan data yuridis memenuhi syarat untuk
diterbitkan sertifikat, namun terdapat perkara di Pengadilan atau
sengketa, kemudian berita acara dicatat dalam buku tanah.

3) Kluster 3/K3, yaitu data fisik dan data yuridis tidak dapat dibukukan
dan diterbitkan karena subjek dan objeknya tidak memenuhi syarat.

4) Kluster 4/K4, yaitu bidang tanah sudah bersertifikat dengan kondisi
perlu penambahan atau perbaikan informasi peta.'®!

Hasil pemeriksaan tanah dimasukkan dalam Daftar Isian sesuai
dengan Risalah Penelitian Yuridis dan penetapan.

Setelah proses Pengumpulan Data selesai dan lolos pada tahap
Pemeriksaan Tanah, maka selanjutnya masuk pada tahap Pembuktian Hak
atas bidang tanah. Tahap ini tim dari BPN Kabupaten Magetan bekerjasama
dengan POKMAS memeriksa dokumen-dokumen yang menunjukkan bukti
penguasaan hak dari suatu bidang tanah, dokumen tersebut yaitu Girik,
Pipil, ataupun Petok. Kebanyakan bidang-bidang tanah di Desa Janggan
yang belum mempunyai sertifikat, pemilik tanah menggunakan Pipil atau
Petok sebagai dokumen bukti kepemilikan tanah. Apabila suatu bidang

tanah dokumenya tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, dapat

10lpasal 25 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 8 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.
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dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang
tanah itikad baik oleh yang bersangkutan diatas kertas yang bermaterai dan
disaksikan paling sedikit oleh dua orang saksi dari lingkungan setempat
yang tidak mempunyai hubungan keluar dengan yang bersangkutan.

Beberapa kali terjadi kesalahpahaman masyarakat Desa Janggan
terhadap dokumen-dokumen Pipil maupun Petok yang di minta panitia
untuk keperluan Pembuktian Hak. Karena beberapa masyarakat takut jika
Pipil atau Petok mereka yang diserahkan ke panitia, digunakan untuk
jaminan peminjaman uang atau di gadaikan.

Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan
tanah maka dilaksanakan pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang di
publikasikan di kantor pertanahan dan di kantor balai Desa Janggan.'*

Tahap selanjutnya yaitu penerbitan keputusan pemberian atau
pengakuan hak atas tanah. Tahap ini Ketua Ajudikasi PTSL akan
menetapkan Keputusan Penetapan atau Pengakuan Hak, dengan ketentuan
tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan kepemilikan atau penguasaan
dari bidang tanah yang akan ditetapkan. Setelah itu dilaksanakan
pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, tanah yang sudah
diterbitkan berita acara penyelesaian proses pendaftaran tanah, dibukukan
dalam daftar umum pendaftaran tanah, dan di sahkan dengan tanda tangan

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.

1925uyadi, Sekretaris (11) POKMASProgram PTSL, Wawancara, Desa Janggan, Senin, 12 Januari

2021.
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Terakhir yaitu penyerahan sertifikat atas tanah, penyerahan
sertifikat tersebut dilaksanakan di Balai Desa Janggan, pada tanggal 24 Mei
2019. Pada gelombang pertama ini sejumlah 252 sertifikat diserahkan
langsung oleh Wakil Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, yang
didampingi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magetan,
Ridwan Jauhari, SE. SH. Msi, beserta Forpimca Kecamatan Poncol, Kepala

Desa, BPD, LPMD dan Lintas Sektoral Desa.



BAB IV
ANALISIS FIQH STYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI ATR/BPN NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP

A. Analisis Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018
Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan,
Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau merupakan
program percepatan pemberian kepastian hukum hak atas suatu tanah secara
sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka dan akuntabel. Dengan
adanya program PTSL ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang
merata bagi seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mensejahterakan rakyat
dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Golongan masyarakat
menengah sampai dengan golongan masyarakat ekonomi yang lebih rendah
merupakan sasaran utama program PTSL karena memberikan kemudahan
bagi pendaftar dengan prosedurnya yang sederhana serta biayanya terjangkau.

Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan merupakan
salah satu desa yang melaksanakan program PTSL. Di Desa Janggan terdapat
3000 lebih bidang tanah, tercatat pada tahun 2018-2019 sejumlah 1725
bidang tanah didaftarkan pemiliknya dalam program PTSL. Dalam rangka
mewujudkan pembangunan yang merata bagi seluruh wilayah Indonesia,
tentunya program PTSL ini diselenggarakan dengan memberikan kemudahan
sebesar-besarnya bagi yang mendaftar, terutama permasalahan biaya, karena

seringkali biaya mendaftarkan tanah hingga terbit sertifikatnya sangat mahal.
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Pada dasarnya pembiayaan pada program PTSL dikenal dengan dua
jenis biaya, yaitu biaya administrasi dan biaya pelaksanaan. Biaya
administrasi merupakan biaya yang dibayarkan sebelum proses PTSL
dilaksanakan (Pra PTSL) atau biaya persiapan. Sedangkan biaya proses yaitu
biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan sertifikat sampai dengan
terbitnya sertifikat, biaya proses tersebut dibayarkan pemerintah bersumber
dari dana yang sah yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6
Tahun 2018 Pasal 40, sumber dana antara lain Daftar Isian Program
Anggaran (DIPA) Kementerian, Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah
Daerah (APBD), Corporate Social Responsibility (CSR), Sertifikat Massal
Swadya Masyarakat (SMS), dan sejenisnya. Biaya tersebut digunakan untuk
kegiatan Panitia Ajudikasi bukan Satgas Fisik, Satgas Yuridis maupun Satgas
Administrasi.

Khusus untuk biaya persiapan PTSL dibebankan kepada masyarakat
yang mengajukan program PTSL yang diatur didalam SKB Tiga Menteri
tentang Pembiayaan Persiapan PTSL. Desa Janggan yang terletak di
Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jika mengacu pada Surat Keputusan
Bersama (SKB) 3 Menteri, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 25
Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL, maka Desa Janggan

masuk pada Kategori V, yaitu kategori wilayah Jawa dan Bali. Untuk
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wilayah Kategori V ini biaya persiapan PTSL yang dibebankan pada
pendaftarsebesar Rp. 150.000,00.'"

Biaya persiapan sebesar Rp. 150.000,00 ini digunakan untuk
keperluan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai, dan
kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.'® Jenis-jenis kegiatan persiapan
PTSL yang dimaksud dalam SKB 3 Menteri yaitu:

1. Kegiatan penyiapan dokumen
Kegiatan penyiapan dokumen adalah kegiatan pengadaan
dokumen-dokumen atau surat yang memuat pernyataan tanah tidak dalam
persengketaan, tanah yang dikuasai bukan tanah aset pemerintah, belum
pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah tersebut, serta tanah tidak
terletak di kawasan hutan.
2. Kegiatan pengadaan patok dan materai
Kegiatan pengadaan patok dan materai, patok merupakan tanda
batas bidang tanah, dalam PTSL ini memerlukan sebanyak 3 buah patok
untuk satu bidang tanah, tujuannya pemasangaan patok yaitu agar jelas
batas-batas suatu bidang tanah dengan tanah disampingnya. Kemudian

pengadaan materai sejumlah 1 lembar untuk pengesahan surat pernyataan.

1083Bagian Ketujuh Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri,
dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, No. 25 Tahun 2017
Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL.

1%%1bid., Bagian Kesatu.
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3. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa
Kegiatannya meliputi pengadaan dokumen pendukung, serta
pembiayaan terhadap operasional dan transportasi petugas kelurahan/desa
yang terlibat dalam PTSL.

Biaya persiapan tersebut dialokasikan untuk biaya administrasi
petugas atau orang dalam Desa atau POKMAS. Biaya persiapan PTSL di
Desa Janggan sendiri berbeda dengan yang tertuang di SKB 3 menteri, dari
wawancara penulis terhadap beberapa narasumber yaitu Kepala Desa,
Anggota POKMAS dan warga pendaftar PTSL seluruhnya menyebutkan
besaran biaya persiapan PTSL yang dibebankan bagi para pendaftar program
PTSL di Desa Janggan yaitu sebesar Rp. 350.000,00.

Bapak Yadi selaku anggota POKMAS menuturkan bahwa biaya
sebesar Rp. 350.000,00. tersebut sudah melalui kesepakatan bersama
perangkat Desa, POKMAS dan masyarakat pemohon PTSL. Beliau juga
menyatakan bahwa biaya tersebut tidak sesuai dengan SKB 3 Menteri karena
seringkali POKMAS beserta petugas desa yang terlibat dalam PTSL
beroperasional melebihi jam kerja, mereka seringkali lembur malam hari
dibalai Desa Janggan dalam mengerjakan dan menyiapkan dokumen-
dokumen yang akan disetorkan ke BPN Magetan. Selain itu POKMAS juga
sering bolak-balik dari Desa Janggan ke kantor BPN Kabupaten Magetan

untuk menyetorkan dokumen, terlebih jika ada kerancuan dalam dokumen
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yang disetorkan. Oleh karena itu dibutuhkan dana lebih untuk operasional
dan tranportasi.'®

Jika dibandingkan dengan ketentuan biaya persiapan di SKB Tiga
Menteri, biaya PTSL di Desa Janggan lebih banyak yaitu selisih Rp. 200.000.
dengan biaya tersebut dikhawatirkan dapat membebani masyarakat. Sebab
Desa Janggan mayoritas wilayahnya adalah perbukitan sehingga kondisi
tanahnya tidak seperti bidang-bidang tanah di daerah datar yang rata dan
luas, bidang tanah masyarakat di Desa Janggancenderung lebih sempit dan
terpisah-pisah, disebabkan bentuk atau relief permukaan tanah. Banyak dari
masyarakat Desa Janggan yang memiliki lebih dari satu bidang tanah,
tentunya akan lebih memberatkan jika ingin mengajukan PTSL untuk seluruh
tanah-tanahnya.

Terlepas dari itu masyarakat Desa Janggan bersedia membayar tarif
lebih banyak dari ketentuan dalam SKB Tiga Menteri tentang biaya
persiapan PTSL dikarenakan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Janggan tentang biaya program
PTSL yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

b. Adanya pemahaman bahwa mendaftarkan tanah secara pribadi maka
biayanya akan jauh lebih mahal daripada program PTSL, sehingga
masyarakan akan cenderung menyepakati jumlah biaya yang dibebankan

selama lebih murah daripada mendaftarkan secara pribadi.

105 Suyadi, Sekretaris (1) POKMAS Program PTSL, Wawancara, Desa Janggan, Senin, 12 Januari
2021.
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c. Masyarakat lebih memilih menerima saja jumlah biaya yang dibebankan,
karena adanya kekhawatiran jika kegiatan pendaftaran tanah mereka
dipersulit dan tidak diterbitkan sertifikatnya.

Pembebanan biaya dalam PTSL seharusnya didasarkan pertimbangan
kebutuhan yang semestinya, jangan sampai terjadi penyelewengan biaya
sebab PTSL merupakan program pendaftaran tanah yang digagas untuk
menertibkan administrasi pertanahan dengan biaya yang terjangkau, agar

masyarakat tidak terbebani permasalahan biaya.

B. Analisis Figh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.

Didalam Hukum Tata Negara Islam atau figh siyasah didalamnya
membahas tentang pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai
peraturan hingga kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan, serta
pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dalam melakukan analisis pada
penelitian ini penulis menggunakan landasan konsep Figh Siyasah khususnya
kajian mengenai imarah atau amir.

Dalam hal ini penulis menganalogikan imarah atau amir sebagai
pemimpin wilayah yakni Kepala Desa yang merupakan pejabat Pemerintah
Desa yang mempunyai wewenang, tugas serta kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa berperan dalam membentuk

panitia pelaksana PTSL di Desa Janggan (POKMAS), melalui surat
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keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa.
Selain pembentukan POKMAS dalam musyawarah desa juga diperoleh
kesepakatan mengenai besaran biaya persiapan PTSL di Desa Janggan,
namun realitanya besaran biaya PTSL di Desa Janggan berbeda dengan
ketentuan di Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Menteri
ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL.

Dalam arti istilah, /marah sama dengan khalifah atau imamah. Namun
amir juga diartikan sebagai pemimpin wilayah, daerah, atau negara bagian
yang berdaulat. Secara harfiah 7marah diartikan sebagai lembaga yang
memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain'®, sehingga
dapat di analogikan kegitan PTSL di Desa Janggan masuk pada kajian imarah
sebab pengelolaan, pendataan, serta anggaranya terpusat di Desa Janggan.
Kepala Desa beserta POKMAS merupakan instrumen penting dalam
pelaksanaan PTSL di Desa Janggan, mereka merupakan pemimpin sekaligus
perwakilan masyarakat Desa Janggan dalam pelaksanaan program PTSL.

Sebagai seorang amir atau pemimpin mempunyai kewajiban
bertanggung jawab atas kepemimpinannya, seperti halnya yang dijelaskan
dalam hadis :

HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ahmad

f
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“Ingatlah, setiap orang dari kalian adalah pemelihara dan setiap
orang dari kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya.
Pemimpin yang memimpin masyarakat adalah pemelihara dan dia
bertanggungjawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah
pemelihara anggota keluarganya dan dia adalah pemelihara rumah
suaminya dan anak suaminya dan ia bertanggung jawab atas
mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemelihara harta tuannya
dan ia bertanggung jawab atasnya. Ingatlah, setiap orang dari

kalian adalah pemelihara dan setiap dari kalian bertanggung jawab

atas pemeliharaannya”.'"’

Sebagai pemimpin sikap tanggung jawab harus diterapkan terhadap
amanah yang di embannya, pertanggungjawaban tersebut sangatlah luas, baik
bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat, maupun
terhadap Allah SWT.

Selain bertanggung jawab, pemimpin hendaknya bersifat amanah,
sifat amanah ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat al-Anfal ayat 27.

QS. al-Anfal ayat 27:
o558y At s Ottty TS 2 1l ol SR
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu,
sedang kamu mengetahui™'®

Ayat diatas dapat dijadikan landasan bahwa dalam melaksanakan

tugasnya seorang pemimpin harus amanah, hal ini sesuai dengan sifat dasar

yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam Islam yaitu, sidig yang artinya

jujur baik dalam perbuatan maupun perkataan, amanah artinya dapat

9 Muhammad Fu’ad Abdul Bagj, Shahih Bukhari — Muslim, Penerjemah Muhammad Ahsan bin
Usman, (Jakarta: PT. Gramedia, 2017), 709.
1% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004).
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dipercaya atau bertanggung jawab, fabligh yang berarti menyampaikan segala
kebaikan kepada rakyatnya, dan terkhir fathanah yang berarti cerdas.

Program PTSL merupakan upaya pemerintah mensejahterakan
rakyatnya, program PTSL dapat mempercepat pendaftaran tanah di seluruh
wilayah Indonesia guna menjamin hak-hak pemilik suatu bidang tanah.

Dengan demikian pemimpin sebagai wakil rakyat yang berkewajiban
menjamin hak-hak rakyat, menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan,
melindungi rakyat, dan seterusnya. Dalam melaksanakan kebijakannya
seorang pemimpin harus mempertimbangkan aspek maslahah. selain itu
kebijakannya juga harus berpedoman dengan peraturan yang berlaku dan
tidak bertentangan dengan peraturan tersebut. Dengan demikian, pemimpin
atau pemerintah di dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan
pertimbangan kemaslahatan umatnya, hal ini berlandaskan pada kaidah
fighiyyah yang berbunyi:

imlall Lo ae )l Jo sl O

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan
kemaslahatan”.

Begitu pula dengan implementasi program PTSL di masyarakat,
tentunya program PTSL ini diadakan semata-mata untuk kemaslahatan
masyarakat, yakni masyarakat yang tanahnya belum terdaftar dapat segera
mendaftarkan tanahnya dengan biaya yang terjangkau dan dengan mekanisme
yang mudah. Dengan demikian, seluruh tanah milik masyarakat dapat

terdaftar dan diterbitkan sertifikatnya, untuk menjamin kepastian hukum bagi
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pemegang hak atas suatu bidang tanah, sehingga dapat mengurangi resiko

terjadinya sengketa tanah di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang sudah dipaparkan pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Desa Janggan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Poncol,
Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2018-2019 Desa
Janggan melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
atau PTSL, sejumlah 1725 bidang tanah yang mengajukan program PTSL
pada periode tersebut. Program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri
ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN
No. 36 Tahun 2016 tetntang PTSL, yang direvisi menjadi Peraturan
Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2017, kemudian disempurnakan dengan
Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017. Namun akhirnya
direvisi lagi menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018.
Jadi pelaksanaan PTSL di Desa Janggan pada periode 2018-2019
berpedoman pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018.
Sumber dana PTSL bersal dari DIPA kementerian atau APBD, namun
khusus untuk biaya persiapan dibebankan kepada masyarakat, besaran
biaya persiapan tersebut diatur dalam SKB Tiga Menteri, Menteri
ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 25 Tahun 2017 Tentang

98
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Pembiayaan Persiapan PTSL. Berdasarkan SKB 3 Menteri Desa Janggan,
Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, masuk dalam
kategori 5 atau kategori wilayah Jawa dan Bali. Untuk kategori 5 besaran
biaya yang dibebankan pada masyarakat yaitu Rp. 150.000,00, namun
berbeda dengan biaya persiapan yang dibebankan pada masyarakat yang
mengajukan PTSL di Desa Janggan, yaitu dikenakan biaya sejumlah Rp.
350.000,00 untuk satu bidang tanah.

2. Ditinjau dalam Figh Siyasah pelaksanaan PTSL di Desa Janggan ini
masuk dalam kajian imarah atau amir, yakni pembahasan mengenai
pemimpin daerah atau wilayah, dalam hal ini amir dianalogikan sebagai
pemimpin desa atau pemimpin kepanitiaan PTSL/POKMAS, sebagai
pemimpin sekaligus wakil rakyat dalam pelaksanaan PTSL di Desa
Janggan hendaknya bijak dalam menetapkan besaran biaya persiapan
PTSL di Desa Janggan. Sebab kebijakan seorang pemimpin atas rakyat

harus selalu berdasarkan kemaslahatan umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap dalam pelaksanaan
program PTSL selanjutnya, Pemerintah memberikan pengawasan dan
pembinaan terhadap petugas dan pihak-pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan progam PTSL. Pendampingan dan perhatian pemerintah
terhadap pelaksanaan PTSL sangatlah penting agar pelaksanaan PTSL dapat

berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya
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permasalahan biaya. Dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan peraturan
yang ada, maka akan mempermudah dan meringankan masyarakat khususnya

masyarakat menengah kebawah.
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